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P U T U S A N
NOMOR :   163/G/2009 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te l ah  

memutuskan  dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  

te rsebu t  d ibawah  in i ,  da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. SRI  REJEKI  ,  S.E. ,  Warga  Negara  Indones ia ,  Peker j aan  

Asis ten  Sta f  DD Adm.  Persona l i a  Bid .  Adm.  

Persona l i a  PT.  Angkasa  Pura  I  (Perse ro )  

Kanto r  Pusat ,  Jakar t a ,  bera lamat  tempat  

t i ngga l  d i  Dsn.  Dampi t  004/002 ,  Desa/Ke l .  

Mertoyudan ,  Kecamatan  Mertoyudan ,  Kab.  

Magelang  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. SULISTIANI ,  S.E. ,  Warga  Negara  Indones ia ,  Peker j aan  

Pelaksana  Utama  DD Adm.  Persona l i a  Bid .  

Adm.  PKP PT.  Angkasa  Pura  I  (Perse ro )  

Kanto r  Pusat  Jakar ta ,  bera lamat  tempat  

t i ngga l  d i  J l .  H.  Japat  No.  75  Rt .  

012/Rw.001 ,  Kel .  Abadi  Jaya,  Kec.  

Sukmajaya ,  Depok  ;  

Halaman  1 dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. AMI  NOVIANTI ,  S.E. ,  Warga  Negara  Indones ia ,  Peker j aan  

Sta f  Pra tama  DD Perenc .  SDM & Organ isas i  

Bid .  Renbang  SDM      PT.  Angkasa  Pura  I  

(Perse ro )  Kanto r  Pusat  Jakar ta ,  bera lamat  

tempat   t i ngga l  d i  Bendungan  Jago,   Rt .  

006/  Rt .003 ,  Kel .  Serdang,  Kec.  

Kemayoran ,  Jakar ta  Pusat  ;  -

4. ASNAWATY,  B.Ac. ,  Warga  Negara  Indones ia ,  Peker j aan  

Pelaksana  Utama DD Akuntans i  Bid .  Akunt .  

Persed iaan  & AT      PT.  Angkasa  Pura  I  

(Perse ro )  Kanto r  Pusat  Jakar ta ,  bera lamat  

tempat  t i ngga l  d i  Komp.  Deppen  Blok  .  

R/12,  Rt .01  Rw.  10,  Kel .  Har jamukt i ,  Kec.  

Cimangg is ,  Depok ;     

5. M.  ABDUL  HALIM  MULYONO, Warga  Negara  Indones ia ,  

Peker j aan   Tekn is i  Utama Tekn ik  Elek t r o .  

& Lis t r i k  Dinas  Tek.  Elek t r o .  & L is t r i k  

PT.  Angkasa  Pura  I  (Perse ro )  Cab.  Bandara  

Adisu t j i p t o  Yogyakar ta ,  bera lamat  tempat  

t i ngga l  d i  Kataran  Rt .09 /Rw.  03,  Bendan,  

Ti r t omar tan i ,  Kalasan ,  Sleman,  Yogyakar ta  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. EFFENDY SULISTYONO, Warga  Negara  Indones ia ,  Peker jaan  

2

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pelaksana  Utama DD Akuntans i  Persed iaan  & 

AT         PT.  Angkasa  Pura  I  (Perse ro )  

Kanto r  Pusat ,  Jakar t a ,  bera lamat  tempat  

t i ngga l  d i  Perum  Harapan  Jaya  B.194  

Bekas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

7. FELIA RACHRUDDIN,  SE,  Warga Negara  Indones ia ,  Peker j aan  

Asis ten  Sta f  DD  Perbendaharaan  Bidang  

Adm.  Perpa jakan      PT.  Angkasa  Pura  I  

(Perse ro )  Kantor  Pusat ,  Jakar t a ,  

bera lamat  tempat   t i ngga l   d i   Srengseng  

Rt .   006/005 ,  Kel .  Srengseng,  Jakar ta  

Bara t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

8. SYAFRIL,  SE,  Warga  Negara  Indones ia ,  Peker jaan  

Pelaksana  Utama DD Perbendaharaan  Bidang  

Admin is t r a s i  Perpa jakan          PT.  

Angkasa   Pura   I   (Perse ro )   Kanto r  

Pusat ,   Jakar ta ,

bera lamat  tempat  t i ngga l  d i  Alam Asr i  I I I  

J .3 /20  Pamulang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9. HERY JULDIANSYAH, SE,  Warga Negara  Indones ia ,  Peker jaan  

Halaman  3 dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pelaksana  Utama DD Perbendaharaan  Bidang  

Adimin i s t r a s i  Keuangan  PT.  Angkasa  Pura  I  

(Perse ro )  Kantor  Pusat ,  Jakar t a ,  

bera lamat  tempat  t i ngga l  d i  Permata  Depok  

Sekto r  Kumala  E7,  Rt .04 /07  ;  - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  te l ah  member ikan  kuasa  

kepada  NIKOLAS SIMANJUNTAK,  SH.MH.,  Warga 

Negara  Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat /Pengacara ,  Konsu l t an  Hukum,  pada  

MMS LAW OFFICE & Assoc ia tes ,  berkan to r  d i  

Wisma  Gondangd ia  Lama,  Lanta i  2,  Ja lan  

R.P.  Soeroso ,  Nomor   25,  Menteng ,  Jakar t a  

Pusat ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  20  Oktober  2009,  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  ….…………………. PARA PENGGUGAT 

;

L A W A N :

DIREKTUR UTAMA PT.  ANGKASA PURA I  (PERSERO) berkedudukan  

di  Jakar ta   Pusat ,   d i   Kanto r   Pusat  

Jakar t a ,    Kota    Baru  Bandar  Kemayoran  

Blok  B- 12  Kave l i ng  Nomor  :  2  Jakar ta  

Pusat ,  da lam  ha l  in i  te l ah  member ikan  

kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Disclaimer
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1. A.  KEMALSYAH  SIREGAR  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. RIEZKA  GEES  INDRAWANITA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. HARIVENO  HARMAILY  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. PANGGERAN  M.  TAMPUBOLON  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

semuanya  Warga  Negara  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat /  Pengacara ,  Alamat  

Plaza  Bapindo  Bank  Mandi r i  Tower  22  th  

Floor ,  Ja lan  Jendera l  Sudi rman   Kav.  54-

55 Jakar ta  Pusat .  Berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor  :  API .3739 /HK.02 .05 /2009 /DUB 

te r t angga l  9  Nopember  2009,  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  …………………………………………….. 

TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  163/PEN- DIS/2009/PTUN- JKT 

te r t angga l  21  Oktober  2009  ten tang  Pemer iksaan  dengan  

Acara  Biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  5 dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 
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- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  Nomor  :  163/PEN/2009/PTUN- JKT te r t angga l  

21  Oktober  2009,  ten tang  Penunjukan  Susunan  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  sengke ta  yang  

bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

163/PEN- HS/2009/PTUN- JKT  te r t angga l  23  Oktober  2009  

ten tang  har i  Pemer iksaan  Pers iapan  yang  per tama  pada  

tangga l  29 Oktober  2009 ;  - - - - - - -

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  :  163/G/2009 /PTUN- JKT 

tangga l  10  Desember  2009  ten tang  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  berwenang  memer iksa  sengketa  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Telah  membaca  Penetapan  Nomor  :  163/G/2009 /PTUN- JKT 

tangga l  10  Desember  2009  ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  

Sura t  Keputusan  sengke ta  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  :  163/G/2009 /PTUN- JKT 

tangga l  28  Januar i  2010,  ten tang  pemolakan  te rhadap  

permohonan  in t e r vens i  dar i         I  GEDE WAYAN SUDARMA ;  

6
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca   berkas  perkara  da lam  sengke ta  yang  

bersangku tan  ;  - - - - - - -

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  bukt i  dan  mendengarkan  

kete rangan  para  pihak  ser ta  Para  Saks i  dan  Para  Ahl i  

dar i  Pihak  Penggugat  dan Pihak  Terguga t  d i  d ipers i dangan  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam  sengketa  

yang   bersangku tan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA  PERKARA :

 Bahwa Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  te rhadap  

Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  20  Oktober  

2009  yang  di te r ima  dan  dida f t a r kan  pada  Kepan i t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  20 

Oktober  2009,  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

163/G/2009 /PTUN- JKT,  sebaga imana  te l ah  dipe rba i k i  pada  

Pemer iksaan  Pers iapan  pada  tangga l  10  Nopember  2009,  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan Obyek Gugatan :

Halaman  7 dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 
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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  PT.  ANGKASA PURA I  (PERSERO) 

NOMOR :  

SKEP.1477/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  2009  ten tang  

MUTASI  PEGAWAI  DI  LINGKUNGAN PT.  ANGKASA PURA  I  

(PERSERO) Khususnya  Lampi ran  Sura t  te rsebu t  pada  nomor  

uru t  36,  51,  52,  53,  63,  64,  65,  66  dan  67   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa obyek  gugatan  tsb  t i dak  te rmasuk  sebaga i  Keputusan  

TUN yang  d imaksud  dalam  Pasal  2  but i r  a  sampai  dengan  

but i r  g UU No.  9 Thn 2004 ;  - - - -

Adapun  gugatan  in i  d idasar i  dengan  alasan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT: 

1. Bahwa kedudukan  hukum Tergugat  ada lah  pejabat  ta ta  

usaha  negara  se laku  penye lenggara  admin is t r a s i  

negara  d i  da lam perusahaan negara  PT  Angkasa  Pura  I  

(Persero )  yang  disebu t  da lam kons ide rans  “Meng inga t ”  

Sura t  Keputusan  obyek  gugatan  aquo  pada  but i r  1,  

yang  juga  didasarkan  pada  Pendi r i an  Perusahaan  

menuru t  Akta  Notar i s  P.  Suand i  Hal im  SH tangga l  15 

Agustus  2008  Nomor  35  dalam  Pasa l  32  di ten tukan  

8
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bahwa  pemegang  saham  perseroan  ada lah  Negara  

Republ i k  Indones ia ,  yang  menuru t  Pasa l  3  Akta  

Notar i s  Nomor  35  tsb  melakukan  usaha  d i  b idang  jasa  

kebandarudaraan  pelayanan  la l u  l i n t a s  penerbangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Terguga t  se laku  pejaba t  d i  da lam  perusahaan  

negara  ada lah  pejaba t  ta ta  usaha  negara  berdasarkan  

penger t i an  hukum  yang  ber laku ,  sebaga imana  anta ra  

la i n  menuru t  Pro f .  Dr .  Djena l  Hoesen  

Koesoemahatmadja ,  SH,  da lam  buku  Pokok- pokok  Hukum 

Tata   Usaha 

Negara ,  J i l i d  1,  Penerb i t  Alumni ,  Bandung,  1983,  

h lm.  43 ;   - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  da lam  kedudukan  hukum tsb . ,  Tergugat  se laku  

pejaba t  berwenang  te l ah  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  

obyek  gugatan  aquo  yang  bers i f a t  konkret ,  

ind iv idua l ,  dan  f ina l ,  ser ta  te l ah  menimbulkan  

ak iba t  hukum  yang  merugikan  bag i  para  Penggugat ,  

sebaga imana  diu ra i kan  se lan ju t nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . HUBUNGAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT :

1. Bahwa  para  Penggugat  da lam  perkara  aquo  ba ik  

Halaman  9 dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 
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send i r i - send i r i  maupun  bersama- sama  adalah  para  

Peker j a  /  Pegawai  d i  perusahaan  BUMN (Badan  Usaha  

Mi l i k  Negara)  yang  dip imp in  oleh  Tergugat ,  yakn i  PT 

Angkasa  Pura  I  (Perse ro ) ,  dan para  Penggugat  se lama  

in i  berkumpul  secara  sah  di  da lam  organ isas i  

Ser i ka t  Peker ja  Angkasa  Pura  I  (SP.AP. I )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. Bahwa hubungan hukum langsung anta ra  para  Penggugat  

se laku  Peker j a  /Pegawai  dengan  Tergugat  se laku  

Pember i  Ker ja  te lah  dia tu r  menuru t  hukum  yang  

ber l aku  di  da lam  Per jan j i a n  Ker ja  Bersama  (PKB)  

yang  disepaka t i  o leh  Tergugat  dengan  para  Penggugat  

dan  te l ah  dike tahu i  o leh  pejaba t  pemer in tah  yang  

berwenang,  yakn i  Di r j en  PHI  Depar temen Tenaga Ker ja  

RI  untuk  per iode  2005- 2007  dan  yang  sah  ber laku  

menurut  hukum sampai  dengan  disepaka t i n ya  PKB 

per i ode  2  tahun  ber i ku tnya  yakn i  sampai  dengan  

gugatan  aquo  d ia j ukan  dan  dida f t a r kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa akan  te tap i  pada  saat  para  Penggugat  da lam 

kedudukannya  yang  sah  menuru t  hukum sedang  dalam 

pos is i  berund ing  dengan  pihak  Tergugat  dengan  

10
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maksud  supaya  Terguga t  memenuhi  se lu ruh  hak- hak  

para  Penggugat  se laku  Peker j a  /  Pegawai  PT 

(Persero )  Angkasa  Pura  I  yang  sudah  disepakat i  di  

dalam PKB (Per j an j i a n  Ker ja  Bersama)  tsb  di  atas ,  

khususnya  menyangkut  Pasal  38,  Pasa l  65  dan  Pasal  

66;  namun  p ihak  Tergugat  te lah  menerb i t kan  sura t  

obyek  gugatan  aquo  yang  mengandung  maksud  te rs i r a t  

dan  te rsu ra t  agar  para  Penggugat  menjad i  

ter in t im idas i  agar  t i dak  lag i  meneruskan  

per j uangannya  menuntu t  Terguga t  supaya  memenuhi  

kesepaka tan  di  da lam  PKB  te rsebu t ,  sebaga imana  

se lan ju t nya  diu ra i kan  ber i ku t  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

4. Bahwa  maksud  in t im i das i  dar i  sura t  obyek  gugatan  

aquo  kepada  para  Penggugat  ada lah  merupakan  

t i ndakan  yang  sewenang- wenang ( de  tou rnament  du  

puvo i r )  kepada  para  Penggugat  yang  sedang  dalam 

rangka  memper juangkan  hak- haknya  yang  di l i n dung i  

o leh  hak- hak  asas i  manusia  (HAM)  dan  hukum yang  

ber l aku ,  karena  per t imbangan  Tergugat  atas  

pent i ngnya  (u rgens i )  mutas i  d i  da lam  sura t  obyek  

gugatan  aquo  te l ah  mengaba ikan  sama seka l i  hak- hak  

asas i  para  Penggugat  yang  jauh  leb ih  t i ngg i  dan  

leb ih  pent i ng  dar ipada  mutas i  i t u  send i r i  ;  

Halaman  11  dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. Bahwa  kendat i pun   Tergugat   memi l i k i   kebebasan  

ber t i ndak   ( f re i es  

ermessen )  da lam  memutuskan  mutas i  d i  da lam  sura t  

obyek  gugatan  aquo ;  namun menuru t  penger t i a n  hukum 

yang  ber laku ,  wewenang  i t u  harus  digunakan  secara  

ras iona l  agar  t i dak  sewenang- wenang,  yakn i  dengan  

menimbang  sungguh- sungguh  keadaan  nyata  agar  

mendahulukan  kepent i ngan  dengan  bobot  yang  leb ih ,  

seper t i  contoh  yang  sewenang- wenang  di  da lam 

keputusan  member i  pens iun  yang  dipe rcepa t  dengan  

alasan  kesehatan ,  padaha l  t i dak  di l engkap i  pendapat  

dar i  dewan  per t imbangan  kesehatan  pegawai  ( Hukum 

Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  di  Indones ia ,  

o leh  R.  Soegi j a t no  Tjak ranegara ,  Penerb i t  Sinar  

Graf i ka ,  1994,  h lm.  68- 69)  ;  - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  per t imbangan  bobot  leb ih  pent i ng  dan  leb ih  

urgen t  ser ta  leb ih  t i ngg i nya  pemenuhan hak- hak  para  

Penggugat  d i  da lam  PKB aquo  o leh  Tergugat ,  anta ra  

la i n  sebaga imana  te rbuk t i  d i  da lam Rangkuman Rapat  

Dengar  Pendapat  Umum Komis i  IX  DPR RI  tangga l  21  

Mei  2008,  dan  bukt i - bukt i  sura t  la i nnya  seper t i :  

Sura t  Menter i  Tenaga  Ker ja  dan  Transmig ras i  RI  
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Nomor  B.78 /MEN/PHIJSK- PKKAD/I I I / 2 009  tangga l  4 

Maret  2009  per iha l  Penegasan  untuk  melaksanakan  

Per jan j i a n  Ker ja  Bersama (PKB)  PT (Persero )  Angkasa  

Pura  I ;  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  PHI  dan  Jamsos  

Depnaker t r ans  RI  Nomor  B.58/PHIJSK/PPHI / I I I / 2 0 09  

tangga l  6  Maret  2009  per iha l  Upah  peker j a  se lama  

skors i ng  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Rekomendas i  Komnas  HAM Nomor  :  1.004 /K /PMT/V/2008  

te r t angga l  

23  Mei  2008  per iha l  :  Mohon  Tindak  Lan ju t  atas  

Penanganan  Laporan  Pol i s i  No.  Pol  :  

TBL/130 /V /2008 /S iaga - 1  yang  di tu j ukan  kepada  

Kapol r i ;  Rekomendas i  Komnas  HAM  Nomor:  

1.005 /K /PMT/V/2008  te r t angga l  23  Mei  2008  dengan  

per i ha l :  Mohon  Penje lasan  te rka i t  adanya  t indakan  

Ant i  Ser ikat  ( Union  Bust ing )  te rhadap  Ser i ka t  

Peker j a  PT (Persero )  Angksa  Pura  I  yang  di tu j u kan  

kepada  Menter i  BUMN RI  dan  Di rek tu r  Utama  PT 

(Persero )  Angksa  Pura  I ;  Rekomendas i  Komnas  HAM 

Nomor:  1.204 /K /PMT/VI / 2008  te r t angga l  16  Jun i  2008  

per i ha l :  Pengaduan  Ser i ka t  Peker ja  PT  (Perse ro )  
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Angkasa  Pura  I  yang  di tu j u kan  kepada  Di rek tu r  Utama 

PT (Perse ro )  Angkasa  Pura  I ;  Rekomendas i  Komnas HAM 

Nomor:  269/K /  PMT/I /2009  te r t angga l  14 Januar i  2009  

per i ha l :  Mohon  Tindak  Lan ju t  atas  Penanganan  

Laporan  Pol i s i  No.  Pol :  TBL/259/V /2008 /  Siaga- 1 

yang  di tu j ukan  kepada  Kapol r i ;  yang  kesemua sura t -

sura t  i t u  dan  sura t  la i n - la i n  yang  te rka i t  te lah  

di t i n dak - lan ju t i  o leh  Komnas  HAM dengan  melakukan  

pemantauan  sebaga i  pe laksanaan  fungs i  pemantauan  

dalam Pasa l  89 ayat  (3 )  UU No.  39 Thn 1999  ten tang  

Hak Asas i  Manus ia  da lam rangka  penye lesa ian  masalah  

yang  dia l ami  Ser i ka t  Peker ja  PT (Perse ro )  Angkasa  

Pura  I  yang  di tuangkan  ke  dalam  Sura t  Rekomendas i  

Komnas  HAM te rka i t  adanya  t i ndakan  ant i  Ser i ka t  

Peker j a  PT  (Persero )  Angkasa  Pura  I  Nomor  

3.093 /K /PMT/X/2009  te r t angga l  6  Oktober  2009  yang  

di tu j ukan  kepada:  Pres iden  RI ,  Ketua  Komis i  IX  DPR 

RI ,   Kepala   Kepol i s i a n   RI ,

Menter i  BUMN RI ,  Menter i  Perhubungan  RI ,  Menhankam 

c.q .  KASAU RI ,  dan Di reks i  PT (Persero )  Angksa  Pura  

I  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa kesewenang- wenangan  Tergugat  tsb  te l ah  te rang  

dan  tegas  d inya takan  pula  oleh  Komnas  HAM se laku  
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lembaga  negara  independen d i  da lam  Sura t  

Rekomendas inya  te r t angga l  6  Oktober  2009  tsb  yang  

merekomendas ikan  agar  Direks i  PT  Angkasa  Pura  I  

(Persero)  anta ra  di  da lam  but i r  1  dan  but i r  6,  

yakn i :  but i r  1)  :  Melaksanakan  Per jan j i a n  Ker ja  

Bersama  ( PKB)  per iode  2005- 2007  sampai  dengan  

disepaka t i n ya  PKB  per iode  2  tahun  ber i ku tnya  

khususnya  menyangkut  Pasal  38,  Pasa l  65  dan  Pasal  

66;  dan  but i r  6:  Menghent ikan  mutasi  Pengurus  

SP.AP. I  yang  sedang  ber langsung  sebaga imana  

di te t apkan  dalam  Sura t  Keputusan  Di reks i  PT 

(Persero )  Angkasa  Pura  I  Nomor  SKEP.1477/  

KP.07/2009  tangga l  1  Oktober  2009  ( i . c .  obyek  

gugatan  aquo )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I .   OBJEK  GUGATAN  BERTENTANGAN  DENGAN  PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG 

BAIK :

1. Bahwa  sura t  obyek  gugatan  aquo  d i t e r b i t k an  o leh  

Tergugat  da lam  keadaan  para  Penggugat  dkk  sedang  

melaksanakan  dan  memper juangkan  hak- haknya  yang 

di jamin  oleh  undang- undang yang  h ingga  pada  saat  

gugatan  in i  d ia j ukan ,  ha l  i t u  be lum pernah  dipenuh i  

o leh  Tergugat ,  seh ingga   obyek   gugatan   in i  

te rang  

Halaman  15  dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung  maksud  yang  bertentangan  dengan Undang-

undang khususnya  UU No.  21 Thn 2000 ten tang  Ser i ka t  

Peker j a /  Ser i ka t  Buruh,  UU No.  12  Thn 2005  ten tang  

Rat i f i k a s i  Konvens i  Hak- hak  Sip i l  dan  Pol i t i k ,  dan  

UU No.  39  Thn  1999  ten tang  Hak- hak  Asas i  Manus ia  

(HAM) yang  anta ra  la i n  te l ah  dinya takan  tegas  dalam 

Sura t  Rekomendas i  Komnas HAM tangga l  6 Oktober  2009  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  sura t  obyek  gugatan  aquo  juga  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  UU No.  19  Thn  2003  ten tang  Badan  

Usaha  Mi l i k  Negara  (BUMN)  dalam  Pasal  87  mengenai  

atu ran  peker j a  /ka ryawan  BUMN untuk  pengangkatan ,  

pemberhent i an ,  kedudukan,  hak  dan  kewaj i bannya  

di te t apkan  berdasarkan  per jan j i a n  ker j a  bersama  

(PKB)  dan  dapat  membentuk  ser i ka t  peker j a  (SP) ,  

ha lmana  jus t r u  yang  te rang- te rangan  te l ah  di l anggar  

dan  t i dak  d ipenuh i  o leh  Tergugat  da lam menerb i t kan  

sura t  obyek  gugatan  aquo  sebab  untuk  mutas i  te l ah  

dia tu r  d i  da lam  PKB yang  ber laku  sah  namun t i dak  

pernah  d ipenuh i  prosedurnya  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa obyek  gugatan  aquo  te l ah  ber ten tangan  dengan  

asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  (AAUPB)  
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karena  keputusan  aquo  d i t e rb i t k an  o leh  Tergugat  

dengan  t i dak  memenuhi  kecermatan  formal ,  karena  

seharusnya  keputusan  i t u  te r l eb i h  dahu lu  di l akukan  

dengan  mengadakan  inven ta r i s a s i  dan  eva luas i  

mengenai  manfaat  mutas i  dar i  set i ap  peker j a  /  

pegawai  demi  kepent i ngan  k ine r j a   badan 

usaha  mi l i k  negara  (BUMN)  yang  dip imp in  Tergugat ,  

padaha l  para  peker j a  /pegawai  yang  dimutas i  ( i . c .  

para  Penggugat )  hanya lah  leve l  para  pelaksana  atau  

Sta f  dengan  ke las  peker j aan  12  s.d .  10  yang  t i dak  

ber imbang  anta ra  ongkos  mutas i  dengan  manfaa t  

k ine r j a  dar i  peker j a  /  pegawai  yang  dimutas i  karena  

ke las  peker j aan  te tap  sama atau  t i dak  naik ,  

sebaga imana  te rmuat  di  da lam  Lampi ran  Nota  Dinas  

DDPO ten tang  Evaluas i  Usulan  Mutas i  Pegawai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa obyek  gugatan  aquo  juga  ber ten tangan  dengan  

AAUPB karena  te l ah  melanggar  larangan  detournement  

du  procedure ,  sebab  set i ap  mutas i  berdasarkan  

Keputusan  Di reks i  PT  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

Nomor:  Kep.122 /KP.00 /2004  tangga l  9  Desember  2004  

seharusnya  berben tuk  promosi ,  ro tas i ,  atau  demosi  

yang  masing- masing  dengan  persya ra tan  te r t en tu  
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berupa  daf ta r  uru tan  pres tas i  dan  peni l a i a n  karya  

pegawai  pada  dua  tahun  te rakh i r ,  padaha l  obyek  

gugatan  aquo  sebaga i  mutas i  yang  maksudnya  adalah  

ro tas i  yakn i  perp indahan  peker j a / pegawa i  dar i  satu  

peker j aan  ke  peker j aan  la i n  yang  sama  ke las  

peker j aannya  da lam  rangka  pers i apan  promosi  atau  

perba i kan  pres tas i  ker j a ,  sedangkan  mutas i  da lam 

obyek  gugatan  aquo  t i dak  memenuhi  prosedur  

persya ra tan  menuru t  Keputusan  Di reks i  tangga l  9 

Desember  2004 tsb  ;  - - - - - - - - - - - -

dan  lag i  pu la  mutas i  bag i  peker j a  /  pegawai  yang  

menjad i  Pengurus  Ser i ka t    Peker j a    (SP.AP- I ) ,  

i . c .   sebag ian    dar i    para    Penggugat ,  

seharusnya  berdasarkan  prosedur  menuru t  PKB yang  

ber l aku  sah  waj ib  d i l akukan  untuk  rencana  

ro tas i /mu tas i  te r l eb i h  dahu lu  d ikoord i nas i kan  

dengan  Ser i ka t  Peker j a ,  halmana  t i dak  pernah  

dipenuh i  o leh  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

5. Bahwa obyek  gugatan  aquo  juga  te lah  melanggar  asas  

persamaan per lakuan  da lam hal  mutas i / r o t a s i  kepada  

sa lah  seorang  Penggugat  yang  d iha ruskan  ke  bandara  
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Solo  padaha l  dengan  mutas i  kepada  peker j a  /  pegawai  

la i n  da lam  ke las  peker j aan  yang  sama  dan  juga  

dimutas i  ke  Solo  pada  uni t  ker j a  yang  sama,  akan  

te tap i  d ina i kkan  ke las  peker j aannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

6. Bahwa di  dalam  sura t  obyek  gugatan  i t u  dipu tuskan  

agar  para  Penggugat  melaksanakan  mutas i  berdasarkan  

Sura t  Keputusan  i t u  selambat - lambatnya  pada tanggal  

26  Oktober  2009  sudah  beker j a  di  tempat  tugas  yang  

baru ,  padaha l  para  Penggugat  dengan  Tergugat  masih  

dalam keadaan  sedang berunding  untuk  menyelesa i kan  

pemenuhan  hak- hak  peker j a  /  pegawai  yang  di j am in  

oleh  Undang- undang,  dan  lag i  pu la  pe laksanaan  

mutas i  peker j aan  yang  wajar ,  patu t ,  dan  layak  

menuru t  keb iasaan  umum yang  ber l aku  dan berdasarkan  

pengetahuan  umum ( notoi r )  seharusnya  memer lukan  

jangka  waktu  adaptas i  dan  penyesua ian  s i t uas i  

sekurang- kurangnya  se lama  100  har i  atau  3  ( t i ga )  

bu lan  dalam  keadaan  normal ,  seper t i  contoh  para  

pejaba t   negara   yang  b iasanya  

menyusun  program  ker j a  100  har i ,  dan  lag i  pu la  

ke laz iman  atas  set i ap  mutas i  diber i t a hukan  
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sebe lumnya  te r l eb i h  dahu lu  oleh  atasan  langsung  

namun  da lam  penerb i t an  obyek  gugatan  aquo  t i dak  

pernah  dipenuh i  o leh  Tergugat  bahkan  sete lah  obyek  

gugatan  aquo  t i dak  pernah  disampaikan  secara  

langsung  o leh  set i ap  atasan  langsung  kepada  para  

Penggugat ,  seh ingga  keputusan  Tergugat  je l as  nyata  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  (AAUPB)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 IV .   TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa dengan  Keputusan  Tergugat  da lam  sura t  obyek  

gugatan  aquo  sebaga i  in t imidas i  dan  ant i  ser ika t  

peker ja  ( union  bust i ng )  untuk  menghent i kan  

per j uangan  para  Penggugat  dkk  da lam  menuntu t  

Tergugat  memenuhi  hak- hak  peker j a  /pegawai  da lam 

Per jan j i a n  Ker ja  Bersama  (PKB) ,  b i l amana  sura t  

Keputusan  aquo  t i dak  diba ta l kan  ber lakunya ,  maka 

para  Penggugat  dkk  sudah  dan  potens ia l  d i rug i kan  

kese lu ruhannya  to ta l  se jumlah  kurang- leb ih  Rp 

50.966 .169 .728 ,00  ( l ima  puluh  mil ia r  sembi lan  ratus  

enam puluh  enam juta  seratus  enam puluh  sembi lan  

r ibu  tu juh  ratus  dua  puluh  delapan  rupiah) ;  yang  

te rd i r i  dar i  hak- hak  berupa  kekurangan  pembayaran  

gaj i  tahun  2007,  2008,  dan  2009  di tambah  dengan  

20
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hak- hak  peker j a  /  pegawai  la i nnya  yang  sedang  

di tun tu t  supaya  di l aksanakan  o leh  Tergugat  sesua i  

dengan Per jan j i a n  

Ker ja  Bersama  (PKB)  ser ta  kerug ian  bi l amana  para  

Penggugat  dkk  d ipaksakan  melaksanakan  mutas i  da lam 

sura t  obyek  gugatan  aquo ;  

2. Bahwa  dengan  te rb i t n ya  Keputusan  Tergugat  da lam 

sura t  obyek  gugatan  aquo  maka  para  Penggugat  

keh i l angan  kesempatan  promosi  ha l  mana  mela lu i  

mutas i  tsb .  para  Penggugat  dimutas i  te rh i t ung  mula i  

tangga l  1  Oktober  2009  pada  ke las  peker j aan  yang  

sama  seh ingga  para  Penggugat  d ianggap  sebaga i  

jun io r  kembal i  pada  ke las  peker j aan  te rsebu t  

apa lag i  sebag ian  besar  para  Penggugat  d ip i ndahkan  

dar i  Kantor  Pusat  Jakar ta  ke  Cabang  di  daerah  ;  

- - - - - - - - - -

3. Bahwa  para  Penggugat  keh i l angan  kesempatan  untuk  

berkembang  ( oppor tun i t y  los t )  karena  pos is i  para  

Penggugat  berada  di  Kanto r  Pusat  Jakar ta  yang  

dimutas i  ke  Cabang  di  daerah  tanpa  pember i t ahuan  

dalam jangka  waktu  yang  layak  sebe lumnya  dan  tanpa  

pers i apan  yang  memadai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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4. Bahwa  para  Penggugat  te lah  memi l i k i  keh idupan  

ke luarga  di  tempat  asa l  d imana  t i dak  semua ke lua rga  

bisa  dia jak  ser ta  ke  tempat  mutas i  baru  seh ingga  

para  Penggugat  harus  mengeluarkan  b iaya  tambahan  

ya i t u  untuk  di r i n ya  send i r i  dan untuk  ke lua rga  yang  

di t i n gga l kan  ser ta  ongkos  angkutan  menengok  

ke luarga  yang  di t i n gga l kan  karena  mayor i t a s  para  

Penggugat  dimutas i  ke  lua r  Pulau  Jawa  ya i t u  

Kal imantan ,  Bal i ,  Lombok  yang  se layaknya  

menggunakan  angkutan  udara   karena   ja rak    tempuh,  

sementara    mutas i    te rsebu t    t i dak  

menaikkan  ke las  peker j aan ,  maka  penghas i l an  yang  

di te r ima  para  Penggugat  juga  t i dak  berubah ,  ha l  in i  

berak iba t  pada  penurunan  kese jah te raan  ke lua rga  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

5. Bahwa penerb i t an  sura t  obyek  gugatan  dengan  batas  

waktu  pelaksanaan  tangga l  26 Oktober  2009 yang  mana 

t i dak  pernah  dibe r i t a hukan  /  d isampaikan  sebe lumnya  

oleh  atasan  langsung  menimbulkan  kerug ian  

immater i i l  da lam  bentuk  biaya  pemul ihan  dar i  

s i t uas i  yang  sangat  meresahkan  hat i  para  Penggugat  

dan  ke luarganya  ak iba t  perasaan  dan  penga laman  
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te r i n t im i das i ,  d i t e r o r  menta l  dan  ps ik i s ,  ser ta  

keh i l angan  rasa  aman  dalam  peker j aan  karena  

kekhawat i r an  atas  t i ndakan  Tergugat  dan  

kekhawat i r an  gaj i  yang  sedang  ber ja l an  t i dak  akan  

dibayarkan  o leh  Tergugat  b i l amana  para  Penggugat  

t i dak  melaksanakan  sura t  obyek  gugatan  aquo  ;  - - - - -

V. TENTANG KEPUTUSAN SELA :

Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  67  ayat  (2 )  dan  (4 )  

UU No.  5  Thn  1986  dalam  keadaan  yang  sangat  mendesak  

yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  para  penggugat  sangat  

d i rug i kan  j i k a  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  i t u  te tap  d i l aksanakan ,  para  Penggugat  mohon 

agar  d ipu tuskan  te r l eb i h  dahu lu  Keputusan  Sela  sebe lum 

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i ,  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Keputusan  Tergugat  da lam  sura t  obyek  gugatan  aquo 

bers i f a t  memaksa dalam dead- l i ne  se lambat - lambatnya  

tangga l   26  Oktober  

2009  padaha l  hak- hak  peker j a  /pegawai  da lam  PKB 

yang  sedang  dipe r j uangkan  oleh  para  Penggugat  

supaya  te r l eb i h  dahu lu  dipenuh i  o leh  Terguga t  

ada lah  jauh  leb ih  t inggi  bobot  hukumnya dar ipada  
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memenuhi  surat  obyek  gugatan  aquo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Tergugat  te lah  menerb i t kan  Sura t  Keterangan  

penghent i an  pembayaran  gaj i  para  Penggugat  di  

tempat  peker j aan  sebe lum  mutas i ,  seh ingga  para  

Penggugat  nyata  sangat  te rancam  t i dak  dibayarkan  

gaj i nya  pada  bu lan  gugatan  in i  d ia j ukan  dan  

sete rusnya  ;

3. Tergugat  te lah  mengancam dengan  berbaga i  in t im idas i  

kepada  para  Penggugat  akan  member ikan  sanks i  

ind i s i p l i n e r  kepada  para  Penggugat  yang  t i dak  

melaksanakan  obyek  gugatan  aquo  padaha l  keputusan  

Tergugat  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4. Kelas / l e ve l  peker j aan  para  Penggugat  t i dak  dalam  

pos is i  yang  dapat  mengganggu  pelaksanaan  

kepent i ngan  umum dan  khususnya  t i dak  akan  

mengganggu  k ine r j a  badan  usaha  mi l i k  negara  yang  

dip imp in  oleh  Terguga t ,  b i l amana  obyek  gugatan  aquo  

t i dak  d i j a l ankan  o leh  para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -

Maka  sangat  bera lasan  hukum k i ranya  Ketua  Pengad i l an  TUN 

Jakar t a  q.q .  Ketua  Maje l i s  Hakim  dalam  perkara  aquo  

berkenan  memutuskan  te r l eb i h  dahu lu  sebe lum memer ika  pokok  

perkara ,  yakn i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in tahkan  Terguga t ,  Di rek tu r  Utama PT.  Angkasa  Pura  

I  (Perse ro )  supaya  segera  dalam  kesempatan  pertama 

menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  PT.  ANGKASA 

PURA I  (PERSERO) NOMOR: SKEP.1477/KP.07 /  2009 tangga l  1 

Oktober  2009  ten tang  MUTASI  PEGAWAI DI  LINGKUNGAN PT.  

ANGKASA PURA I  (PERSERO)  beser ta  sega la  is i  dengan  

Lampi ran  Sura t  te rsebu t  yang ber laku  se jak  tangga l  har i  

sura t  i t u  di te t apkan  (1  Oktober  2009)  khususnya  

Lampi ran  Sura t  te rsebu t  pada nomor  uru t  36,  51,  52,  53,  

63,  64,  65,  66  dan  67  sampai  dengan  adanya  keputusan  

hukum  yang  berkekua tan  te tap  ( ink rach t )  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

VI . TENTANG PERMOHONAN :  

Berdasarkan  sega la  ura ian  d ia tas  i t u  mohon  k i ranya  

Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  q.q .  

Ketua  Maje l i s  Hakim  dalam  perkara  aquo ,  berkenan  
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memanggi l  para  pihak  pada  suatu  har i  pers i dangan  yang  

te l ah  di ten tukan ,  untuk  mengambi l  keputusan  yang  

amarnya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

A.   Dalam Keputusan Sela  :

Memer in tahkan  Tergugat ,  Di rek tu r  Utama PT.  Angkasa  

Pura  I  (Persero )  supaya  segera  dalam  kesempatan 

pertama menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  

PT.  ANGKASA  PURA  I  (PERSERO)  NOMOR: 

SKEP.1477/KP.07 /  2009  tangga l  1  Oktober  2009  

ten tang  MUTASI  PEGAWAI  DI  LINGKUNGAN 

PT.  ANGKASA PURA I  (PERSERO)  beser ta  sega la  is i  

dengan Lampi ran  

Sura t  te rsebu t  yang  ber laku  se jak  tangga l  har i  

sura t  i t u  di te t apkan  (1  Oktober  2009)  khususnya  

Lampi ran  Sura t  te rsebu t  pada nomor  uru t  36,  51,  52,  

53,  63,  64,  65,  66  dan  67  sampai  dengan  adanya  

keputusan  hukum yang  berkekua tan  te tap  ( ink rach t )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

B.   Dalam Pokok Perkara:
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1. Mener ima  dan mengabulkan  gugatan  para  Penggugat  

se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  SURAT KEPUTUSAN 

DIREKSI  PT.  ANGKASA PURA I  (PERSERO)  NOMOR: 

SKEP.1477/  KP.07/2009  tangga l  1  Oktober  2009  

ten tang  MUTASI  PEGAWAI  DI  LINGKUNGAN  PT.  

ANGKASA PURA I  (PERSERO)  beser ta  sega la  is i  

dengan  Lampi ran  Sura t  te rsebu t ,  khususnya  

Lampi ran  Sura t  te rsebu t  pada  nomor  uru t  36,  51,  

52,  53,  63,  64,  65,  66  dan  67  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  mencabut  keputusan  

ta ta  usaha  negara  SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  PT.  

ANGKASA  PURA  I  (PERSERO)  NOMOR: 

SKEP.1477/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  2009  

ten tang  MUTASI  PEGAWAI  DI  LINGKUNGAN  PT.  

ANGKASA PURA I  (PERSERO)  beser ta  sega la  is i  

dengan  Lampi ran  Sura t  te rsebu t ,  khususnya  

Lampi ran  Sura t  te rsebu t  pada  nomor  uru t  36,  51,  

52,  53,  63,  64,  65,  66  dan  67  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4. Membebankan  sega la  biaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i  kepada  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  pada  har i  pers idangan  yang  te lah  di t e t apkan  

para  p ihak  te l ah  datang  menghadap,  untuk  p ihak  Penggugat  

datang  menghadap  kuasanya  bernama  NIKOLAS  SIMANJUNTAK,  

SH.MH. ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  20  

Oktober  2009,  dan  sedangkan  untuk  pihak  Tergugat  te l ah  

datang  menghadap  kuasanya  bernama  A.  KEMALSYAH SIREGAR, 

Dkk. ,   berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

API .3739 /HK.02 .05 /2009 /DUB  te r t angga l  9  Nopember  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  d ia tas ,  

p ihak  Terguga t  te l ah  mengajukan  Ekseps i  Kompetens i  Abso lu t  

dengan  sura tnya  te r t angga l  17  Nopember  2009,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA SECARA ABSOLUT/MUTLAK 

WAJIB MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA,  

MENGADILI  DAN MEMUTUS PERKARA IN I ,  dengan  alasan- a lasan  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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TERBUKTI  PERSELISIHAN ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 

MERUPAKAN  PERSELISIHAN  YANG  MASUK  DALAM  LINGKUP 

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  BERKENAAN DENGAN MUTASI 

OLEH TERGUGAT SELAKU PENGUSAHA TERHADAP PARA PENGGUGAT 

SELAKU PEKERJA.

1. Pada  angka   1   dan   2   Pos i ta   Gugatannya ,   Para  

Penggugat   mendal i l k an  

mengenai  hubungan  anta ra  Para  Penggugat  dan  Tergugat  

sebaga i  ber i ku t :

Angka 1 :

“Bahwa Para  Penggugat  da lam perkara  aquo  baik  send i r i -

send i r i  maupun  bersama- sama  adalah  PARA 

PEKERJA/PEGAWAI di  Perusahaan  BUMN (Badan  Usaha Mil ik  

Negara)  yang dip impin  oleh  Tergugat ,  yakni  PT.  Angkasa  

Pura  I  (Persero) ,  dan  para  Penggugat  selama  in i  

berkumpul  secara  sah  di  dalam  organisas i  Ser ika t  

Peker ja  Angkasa  Pura  I  (SP.AP. I )  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Angka 2:

“ Bahwa  hubungan  hukum langsung  anta ra  para  Penggugat  

selaku  Peker ja /Pegawai  dengan  Tergugat  selaku  Pemberi  
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Kerja  te lah  diatur  menurut  hukum yang ber laku  di  dalam 

Perjan j i an  Kerja  Bersama  (PKB)  yang  d isepaka t i  o leh  

Tergugat  dengan  para  Penggugat  dan  te l ah  dike tahu i  

o leh  pe jaba t  pemer in tah  yang  berwenang,  . . .  .  ” ;  

- - - -

Berdasarkan  kedua  dal i l  Para  Penggugat  di  atas  maka 

te rbuk t i  bahwa Para  penggugat  ada lah  para  peker j a  dar i  

perusahaan  BUMN PT.  Angkasa  Pura  I  (Perse ro )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Sebaga imana dida l i l k a n  Para  Penggugat  da lam angka  2 dan  

4  bagian  mengenai  ob jek ,  gugatan  Para  Penggugat  

didasarkan  pada  sura t  keputusan  Tergugat  te r t angga l  1 

Oktober  2009  mengenai  mutas i  pegawai  yang  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  dan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  dan  angka   1  bag ian   mengenai  

kerug ian  

para  Penggugat  Pos i ta  Gugatannya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“2 . Bahwa  sura t  obyek  gugatan  aquo  juga  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  UU No.  19 tahun  2003 ten tang  Badan  

Usaha  Mi l i k  Negara  (BUMN)  dalam  Pasa l  87  mengenai  
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aturan  peker ja /ka ryawan  BUMN untuk  pengangkatan,  

pemberhent ian ,  kedudukan,  hak  dan  kewaj ibannya  

di te tapkan  berdasarkan  per jan j i an  ker ja  bersama 

(PKB)  dan dapat  membentuk  ser i ka t  peker j a  (SP) ,  hal  

mana  just ru  t idak  dipenuhi  oleh  Tergugat  dalam 

menerbi tkan  surat  obyek  gugatan  aquo  sebab  untuk  

mutasi  te lah  diatur  di  dalam PKB yang ber laku  sah  

namun  t idak  pernah  dipenuhi  prosedurnya  oleh  

Tergugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. Bahwa obyek  gugatan  aquo  juga  ber ten tangan  dengan  

AAUPB karena  te l ah  melanggar  la rangan  detournement  

du  procedure ,  sebab  set i ap  mutas i  berdasarkan  

Keputusan  Di reks i  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

Nomor;  Kep.  122/KP.00 /2004  tangga l  9 Desember  2004  

seharusnya  berben tuk  promosi ,  ro tas i ,  atau  demosi  

yang  masing- masing  dengan  persya ra tan  te r t en tu  

berupa  daf ta r  uru tan  pres tas i  dan  peni l a i a n  karya  

pegawai  pada  dua  tahun  te rakh i r , . . . ,  sedangkan  

mutasi  dalam obyek gugatan  aquo t idak  lagi  memenuhi  

prosedur  persyaratan  menurut  Keputusan   Direks i  

tanggal  9  Desember  2004  tersebut  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dan   lag i   pu la   mutasi   bagi   peker ja /pegawai  

yang   menjadi  
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Pengurus  Serikat  Peker ja  (SP.AP- I ) ,  i . c .  sebagian  

dar i  para  Penggugat ,  seharusnya  berdasarkan  

prosedur  menurut  PKB  yang  ber laku  sah  waj ib  

di lakukan  untuk  rencana  rotas i /mutas i  ter leb ih  

dahulu  dikoord inas ikan  dengan Ser ika t  Peker ja ,  hal  

mana  t idak  pernah  dipenuhi  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  . . . ,  bi lamana  surat  keputusan  aquo  t idak  

dibata lkan  ber lakunya,  maka  para  Penggugat  dkk  

sudah dan potensia l  dirugikan  keseluruhannya  tota l  

sejumlah  kurang  lebih           Rp.  

50.966 .169 .728 ,00 ,  . . .  .”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Berdasarkan  dal i l - da l i l  Para  Penggugat  te rsebu t  d i  atas  

te rbuk t i  bahwa :  - - -

a. Adanya  hubungan  indus t r i a l  da lam  bentuk  hubungan  

ker j a  anta ra  Para  Penggugat  sebaga i  peker j a  dan  

Tergugat  sebaga i  pengusaha  sebaga imana  dia tu r  da lam 

UU No.  13/2003  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Perse l i s i h an  anta ra  Para  Penggugat  dan  Tergugat  

d isebabkan  oleh  adanya  perse l i s i h an  hubungan  
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indus t r i a l  da lam bentuk  Perse l i s i h an  Hak ak iba t  dar i  

keputusan  mutas i  pegawai  o leh  Terguga t  kepada  Para  

Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dengan  demik ian  te rbuk t i  tanpa  dapat  d iban tah  lag i  

kebenarannya  bahwa  perse l i s i h an  anta ra  Para  Penggugat  

dan  Tergugat  adalah  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  

mengenai  Hak  yang  dida l i l k a n  Para  Penggugat  te l ah  

di l akukan  oleh  Tergugat  kepada  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1.1 ,  dan  Pasa l  2  Undang- undang  No.  2  Tahun  2004  

ten tang  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  

( “UU  No.  2/2004” )  mengatur  bahwa  perse l i s i h an  Hak 

merupakan  sa lah  satu  jen i s  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Pasa l  1  angka  1  UU No.  2/2004  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Persel i s ihan  Hubungan  Industr i a l  adalah  perbedaan  
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pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan  antara  

pengusaha atau  gabungan  pengusaha  dengan peker ja /buruh  

atau  ser i ka t  peker j a / se r i k a t  buruh  karena  adanya  

persel i s ihan  mengenai  hak,  perse l i s i h an  kepent i ngan ,  

perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  ker j a  dan  perse l i s i h an  

anta r  ser i ka t  peker j a / se r i k a t  buruh  dalam  satu  

perusahaan”  ;  -

Pasa l  1  angka  2  UU No.  2/2004  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Persel i s ihan  Hak  adalah  persel i s ihan  yang  t imbul  

karena  t idak  dipenuhinya  hak,  akibat  adanya  perbedaaan  

pelaksanaan  atau  penafs i ran  terhadap  ketentuan  

pera tu ran  perundang- undangan,  per jan j i a n  ker j a ,  

pera tu ran  perusahaan,  atau  per jan j i an  ker ja  bersama 

(PKB)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1  angka  17  UU No.  2/2004  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  ada lah  pengad i l an  

khusu  yang  diben tuk  di  l i ngkungan  perad i l an  neger i  

yang  berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  member i  
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putusan  te rhadap  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l ”   ;  

- - - - - - - - - - - - -

Pasal  2  UU  No.  2/2004  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Jen i s - jen i s  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  mel ipu t i  

:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. perse l i s i h an  hak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

b. perse l i s i h an  kepent i ngan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

c. perse l i s i h an  pemutusan  hubungan  ker j a /PHK  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. perse l i s i h an  anta r  ser i ka t  peker j a  hanya  dalam satu  

perusahaan”  ;  - - - - -

Berdasarkan  keten tuan - keten tuan  te rsebu t  d i  atas  maka 

te rbuk t i  :  - - - - - - - - -

a. perse l i s ihan  antara  Para  Penggugat  dan  Tergugat  

merupakan  persel i s ihan  yang  masuk  dalam  l ingkup  

perse l i s ihan  hubungan  industr i a l  mengenai  Hak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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dan 

b. berdasarkan  Pasal  1.17  UU No.  2/2004  Pengadi lan  

Hubungan  Industr i a l  adalah  satu- satunya  pengadi lan  

yang  berwenang  memeriksa ,  mengadi l i  dan  memberi  

putusan  terhadap  persel i s ihan  hubungan industr i a l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PENGADILAN  TATA  USAHA NEGARA JAKARTA  TIDAK  MEMILIKI  

KOMPETENSI/KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA PERKARA –A QUO–.

5. Pasal  1 angka  6 huru f  (b )  dan angka  7 huru f  (a )  UU No.  

2/2004  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

“ (6 ) Pengusaha ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

b. Orang   perseorangan ,   perseku tuan ,   atau   badan  

hukum   yang  

secara  berd i r i  send i r i  menja lankan  perusahaan  bukan  

mi l i knya  ;  - -

(7 ) Perusahaan  adalah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - -

a. set iap  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum atau  

t idak ,  mi l i k  orang  perseorangan ,  mi l i k  

perseku tuan ,  atau  mi l i k  badan  hukum,  baik  mi l i k  

swasta  maupun  mil ik  negara  yang  mempeker jakan  

peker j a / bu ruh  dengan  membayar  upah  atau  imba lan  

dalam  bentuk  la i n ”   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Pasal  150  UU No.  13 tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  

(UU  No.  13/2003)  mengatu r  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

“Ketentuan  mengenai  pemutusan  hubungan  ker ja  dalam 

undang- undang  in i  mel iput i  pemutusan  hubungan  ker ja  

yang  te r j ad i  d i  badan  usaha  yang  berbadan  hukum atau  

t i dak ,  mi l i k  orang  perseorangan ,  mi l i k  perseku tuan  

atau  mi l i k  badan  hukum,  baik  mi l i k  swasta  maupun mil ik  

negara ,  maupun usaha- usaha  sos ia l  dan  usaha- usaha  la i n  

yang  mempunya i  pengurus  dan  mempeker jakan  orang  la i n  

dengan membayar  upah atau  imba lan  dalam bentuk  la i n ”   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. Pasal  87  ayat  (1 )  UU No.  19  tahun  2003  ten tang  Badan  

Usaha  Mi l i k  Negara  (BUMN)  (UU  No.  19/2003)  beser ta  

pen je lasannya  mengatu r  :  - - - - - -
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“ (1 ) . Karyawan  BUMN merupakan  peker j a  BUMN yang  

pengangkatan ,  pemberhent i an ,  kedudukan,  hak  dan 

kewaj ibannya  di te tapkan  berdasarkan  per jan j i an  

ker ja  bersama (PKB)  sesuai  dengan 

ketentuan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  

ketenagaker jaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Penje lasan  atas  Pasa l  87  ayat  (1 )  UU No.  19/2003  

menyebutkan  :  - - - - - - - - - -

“ (1 ) Dengan  sta tus  kepegawaian  BUMN seper t i  in i ,  bag i  

BUMN t i dak  ber laku  sega la  keten tuan  ese lon i sas i  

jaba tan  yang  ber l aku  bag i  pegawai  neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Per jan j i a n  ker j a  bersama  (PKB)  dimaksud  dibuat  

antara  peker ja  BUMN dengan  pemberi  ker ja  yai tu  

manajemen  BUMN ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1.4  UU  No.  13/2003  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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“Pemberi  Kerja  ada lah  orang  perseorangan ,  pengusaha,  

badan  hukum,  atau  badan- badan  la i nnya  yang  

mempeker jakan  tenaga  ker j a  dengan  membayar  upah  atau  

imba lan  dalam  bentuk  la i nnya ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1.5  UU  No.  13/2003  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pengusaha ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

a. orang  perseorangan ,  perseku tuan  atau  badan  hukum 

yang  menja lankan  suatu  perusahaan  mi l i k  send i r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. orang  perseorangan ,  perseku tuan  atau  badan  hukum 

yang  secara  berd i r i  send i r i  menja lankan  perusahaan  

bukan  mi l i knya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. orang  perseorangan ,  perseku tuan  atau  badan  hukum 

yang  berada  di  Indones ia  mewaki l i  perusahaan  

sebaga imana  dimaksud  da lam huru f   a 

dan b yang  berkedudukan  di  lua r  wi layah  Indones ia ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1.4  dan  Pasa l  1.5  UU NO. 

13/2003  di  atas  maka  apa  yang  dimaksudkan  sebaga i  

pember i  ker j a  ya i t u  manajemen BUMN dalam Pasal  87 ayat  

(1 )  UU No.  19/2003  dan keten tuan  Penje lasan  atas  Pasal  

87  ayat  (1 )  UU No.  19/2003  adalah  manajemen  BUMN 

sebagai  pengusaha  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

8. Pasa l  56  UU  No.  2/2004  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pengadi lan  Hubungan Industr i a l  bertugas  dan berwenang  

memeriksa  dan  memutus  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. di  t i ngka t  per tama  mengenai  perse l i s i h an  hak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  di  t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r  mengenai  

perse l i s i h an  kepent i ngan  ;  -

c. di  t i ngka t  per tama  mengenai  perse l i s i h an  pemutusan  

hubungan  ker j a  ;  

d. di  t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r  mengenai  

perse l i s i h an  anta r  ser i ka t  peker j a / se r i k a t  buruh  

dalam  satu  perusahan”   ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  angka  2  dan  3  Pet i t um  gugatannya ,  Penggugat  

meminta  kepada  maje l i s  hak im  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

“3 . Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  SURAT KEPUTUSAN 

DIREKSI           PT.  ANGKASA PURA I  (PERSERO) NOMOR: 

SKEP.  1477/KP.07 /2009  tangga l  1 Oktober  2009 ten tang  

MUTASI  PEGAWAI  DI  LINGKUNGAN PT.  ANGKASA PURA I  

(PERSERO) beser ta  sega la   i s i   dengan  Lampi ran  

Sura t  te rsebu t ,  khususnya  Lampi ran  Sura t  te rsebu t  

pada  nomor  uru t  36,  51,  52,  53,  63,  64,  65,  66  dan  

67  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  mencabut  keputusan  

ta ta  usaha  negara  SURAT  KEPUTUSAN  DIREKSI  PT.  

ANGKASA  PURA  I  (PERSERO)  NOMOR:  SKEP.  

1477/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  2009  ten tang  

MUTASI  PEGAWAI  DI  LINGKUNGAN PT.  ANGKASA PURA I  

(PERSERO)  beser ta  sega la  is i  dengan  Lampi ran  Sura t  

te rsebu t ,  khususnya  Lampi ran  Sura t  te rsebu t  pada  

nomor  uru t  36,  51,  52,  53,  63,  64,  65,  66  dan  67  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  41  dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  12  PKB anta ra  PT.  (Persero )  Angkasa  Pura  I  dan  

Ser i ka t  Peker j a      PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

mengenai  Jen jang  Kar i r  (Mutas i )  mengatu r  bahwa Tergugat  

se laku  Pengusaha   berwenang  mengatur  jen jang  kar i r  

peker j aan  Pegawai  da lam  rangka  pendayagunaan  Pegawai  

demi  te rcapa inya  tu juan  Perusahaan.  Pengatu ran  leb ih  

lan ju t  mengenai  po la  kar i r  dan  jen jang  kar i r  pegawai  

te rcan tum  dalam  Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  (Perse ro )  

Angkasa  Pura  I  No.  Kep.  122/KP.00 /2004  te r t angga l  9 

Desember  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Pasa l  87  ayat  (1 )  UU No.  19  tahun  2003  

beser ta  pen je lasannya  je l as  dia tu r  bahwa  hak  dan  

kewaj i ban  karyawan  BUMN  di te t apkan  berdasarkan  

per j an j i a n  ker ja  bersama  (PKB)  yang  dibua t  anta ra  

peker j a  BUMN dan  pember i  ker j a  ya i t u  manajemen  BUMN 

sebaga i  pengusaha  sesua i  dengan  keten tuan  

ketenagaker j aan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1  angka  (7)  huru f  a  UU No.  2  tahun  2004  juga  

mengatu r  bahwa BUMN te rmasuk  dalam def i n i s i  Perusahaan .  
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Dengan  demik ian  apab i l a  te r j ad i  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l  anta ra  peker j a  BUMN dan  manajemen BUMN maka 

penye lesa ian  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  te rsebu t  

waj ib  tunduk  dan  patuh  pada  UU  No.  2/2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para  Penggugat  da lam  pos i t a  gugatannya  mendal i l k an  

bahwa  SURAT  KEPUTUSAN DIREKSI  PT.  ANGKASA PURA I  

(PERSERO)  NOMOR:  SKEP.  1477/KP.07 /2009  tangga l  1 

Oktober  2009  ten tang  MUTASI  PEGAWAI DI  LINGKUNGAN PT.  

ANGKASA PURA I  (PERSERO)  beser ta  sega la  is i  dengan  

Lampi ran  Sura t  te r sebu t ,  khususnya  Lampi ran  Sura t  

te rsebu t  pada nomor  uru t  36,  51,  52,  53,  63,  64,  65,  66  

dan  67  t i dak  sesua i  dengan  prosedur  da lam  PKB dan  

prosedur  persyara tan  menuru t  Keputusan   Di reks i  tangga l  

9  Desember  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1  ayat  (2 )  UU No.  2  tahun  

2004  maka  perse l i s i h an  anta ra  Para  Penggugat  dan  

Tergugat  mengenai  mutas i  te r sebu t  merupakanperse l i s i h an  

hubungan  indus t r i a l  mengenai  hak  ;  - - - - - -

Karena  gugatan  ten tang  perse l i s i h an  mengenai  hak  

te rmasuk  sa lah  satu  dar i  4 jen i s  perse l i s i h an  hubungan  
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indus t r i a l  maka berdasarkan  Pasa l  1.16  dan 56 UU No.  2  

Tahun 2004,  pemer iksaan  te rhadap  perse l i s i h an  perkara  –

a quo– je las - je l as  merupakan  kewenangan  dar i  Pengad i l an  

Hubungan Indus t r i a l .  BUKAN Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAJELIS  HAKIM  WAJIB  MENYATAKAN DIRINYA  SECARA ABSOLUT 

TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI  PERKARA INI .

9. Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka te rbuk t i  dan  

tak  te rban tahkan  lag i  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. hubungan  hukum anta ra  Para  Penggugat  dan  Tergugat  

ada lah  hubungan  ker j a  anta ra  pengusaha  dan  peker j a  

sebaga imana  dimaksud  da lam  UU No.  13  Tahun  2003  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. perse l i s i h an  yang  menjad i  dasar  gugatan  para  

Penggugat  ya i t u  mengenai  mutas i  pegawai  d i  

l i ngkunangan  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  merupakan  

perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  ten tang  hak  yang  

merupakan  sa lah  satu  dar i  4  jen i s  perse l i s i h an  

hubungan  indus t r i a l  ;  - - -
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3. berdasarkan  Pasa l  1.16  dan  Pasa l  56  UU No.  2/2004  

penye lesa i an  perse l i s i h an  indus t r i a l  merupakan  

yur i sd i k s i  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l .  BUKAN 

Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Pasal  77 ayat  (1 ) ,  dan (3 )  UU No.  5 tahun  1986 mengenai  

Perad i l an  Tata  usaha  Negara  (UU No.  5/1986)  jo  UU No.  9 

tahun  2004  mengena i  Perubahan  atas  Undang- undang  No.  5 

tahun  1986 mengatur  :  - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  Pengad i l an  dapat  

d ia jukan  set i ap  waktu  se lama  pemer iksaan  dan  

meskipun  t i dak  ada  ekseps i  ten tang  kewenangan  

abso lu t  Pengadi l an  apabi la  Hakim  mengetahui  hal  

i tu ,  ia  karena  jabatannya  waj ib  menyatakan

bahwa Pengadi lan  t idak  berwenang mengadi l i  sengketa  

yang  bersangkutan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(3 ) Ekseps i  la i n  yang  t i dak  mengena i  kewenangan  

Pengad i l an  hanya  dpat  d ipu tus  bersama dengan  pokok  

sengketa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Tergugat  mohon  agar  

Maje l i s  Hakim  sebe lum  memer iksa  dan  memutus  Pokok  Perkara  
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k i ranya  memutus  dalam suatu  putusan  se la  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Mener ima  dan  Mengabulkan  Ekseps i  Kewenangan  Absolu t  

Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  

berwenang  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  la i n ,  Terguga t  

mencadangkan  haknya  untuk  mengajukan  Jawaban  dalam  Pokok  

Perkara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  Ekseps i  Kompetens i  Abso lu t  dar i  Pihak  

Tergugat  te rsebu t  d i  atas ,  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  

Tanggapan  dengan  sura tnya  te r t angga l  24  November  209,  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pada  pokoknya  bahwa  Tergugat  nyata  terang  kel i ru  

menyatakan  Pengad i l an  aquo  secara  abso lu t /mu t l a k  t i dak  

berwenang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i ,  karena  

te rbuk t i  perse l i s i h an  anta ra   para   Penggugat   dan 

Tergugat  merupakan  perse l i s i h an  yang  masuk  dalam  l i ngkup  

perse l i s ihan  hubungan  industr i a l  berkenaan  dengan  mutas i  

o leh  Tergugat  se laku  Pengusaha  te rhadap  para  Penggugat  

se laku  Peker j a ,  padaha l  gugatan  in i  t i dak l ah  benar  

demik ian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Kekel i r uan  Terguga t  te rsebu t  se lan ju t nya  diu ra i kan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Terguga t  send i r i  te l ah  menyadar i  dan  mengakui  

keten tuan  UU No.  2  Thn  2004  ten tang  Penye lesa ian  

Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  (PPHI )  d i  da lam 

Ekseps inya  h lm.  4  dengan  mengut i p  Pasa l  1  but i r  2  :  

Persel i s ihan  hak ada lah  perse l i s i h an  yang  t imbu l  

karena  t i dak  dipenuh inya  hak,  ak iba t  adanya  perbedaan  

pelaksanaan  atau  penafs i r an  te rhadap  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan,  per jan j i a n  ker j a ,  

pera tu ran  perusahaan,  atau  per jan j i a n  ker j a  bersama.  

Padaha l  da lam  gugatan  perkara  aquo  bukanlah  mengenai  
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perse l i s ihan  hak  tetap i  sengketa  TUN sebaga imana  

diu ra i kan  da lam  but i r - but i r  se lan ju tn ya ,  seh ingga  

karena  i t u  sega la  da l i l  Ekseps i  Tergugat  pada  but i r  1,  

2,  3,  dan  4  ada lah  t i dak  benar  sama seka l i  yang  oleh  

karena  i t u  Ekseps i  Terguga t  harus lah  d ikesampingkan  

sa ja  dan  untuk  se lan ju tn ya  t i dak  per l u  diper t imbangkan  

lag i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2. Bahwa  lag i  pu la  keke l i r uan  Terguga t  dengan  mengut ip  

berka l i - ka l i  (Ekseps i  but i r  3,  6,  7,  9)  keten tuan  UU 

No.  13  Thn  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  ada lah  

menunjukkan  semakin  tegas  dan  te rangnya  sesat  pik i r  

yang  dia jukan  oleh  Tergugat  da lam  memahami  perkara  

aquo,   sebab   dasar  

hubungan  hukum para  Penggugat  se laku  pegawai  bawahan  

dengan  Terguga t  se laku  pejaba t  atasan  ada lah  

sebaga imana  dia tu r  d i  da lam  keten tuan  UU No.  19  Thn  

2003  ten tang  BUMN.  Oleh  sebab  i t u ,  semakin  je l as  dan  

te rang  ura ian  Ekseps i  da lam but i r  2 dan but i r  la i n - la i n  

yang  berka i t an  ada lah  nyata  ke l i r u  sama seka l i ,  apalag i  

d i  da lam but i r  6  yang  oleh  Tergugat  d iku t i p  Pasa l  150  

UU No.  13 Thn 2003  berka i t an  dengan  pemutusan  hubungan  
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ker j a  (PHK)  ada lah  sama seka l i  t i dak  pernah  dia j ukan  

dalam perkara  aquo seh ingga  nyata  benar  Tergugat  ke l i r u  

mengajukan  dal i l  Ekseps inya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 3. Bahwa obyek  gugatan  yang  d ia j ukan  para  Penggugat  da lam 

perkara  in i  ada lah  sengke ta  TUN yang  menuru t  UU No.  5  

Thn  1986  dalam  Pasal  1  but i r  4  ada lah  sengketa  yang  

t imbu l  da lam bidang  TUN anta ra  orang  atau  badan  hukum 

perda ta  dengan  badan  atau  pejabat  TUN,  ba ik  di  pusat  

maupun  d i  daerah ,  sebaga i  akibat  dike luarkannya  

keputusan  TUN te rmasuk  sengketa  kepegawaian  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

yang  oleh  karena  i t u  nyata  benar  bukan lah  perse l i s i h an  

hak  sebaga imana  secara  ke l i r u  dinya takan  oleh  Tergugat .  

Oleh  sebab  i t u ,  ura ian  Ekseps i  da lam but i r  5,  7,  8 dan  

but i r  la i n - la i n  yang  berka i t an  ada lah  sama  seka l i  

ke l i r u  dan  ‘sa lah  kaprah ’  da lam memahami  gugatan  da lam 

perkara  aquo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Tergugat  benar  sebagai  pejabat  TUN,  te rnya ta  

t i dak  d iban tah  sama seka l i  o leh  Tergugat ,  sebab  memang 

benar  Terguga t  ada lah  pejaba t  

TUN yang  d i t en tukan  UU No.  5  Thn  1986  da lam  Pasal  1  
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but i r  2  ada lah  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  Badan  atau  Pejaba t  yang  melaksanakan  urusan  

pemerintahan  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ,  dan  urusan  pemer in tahan  yang  dimaksudkan  

i t u  ada lah  sebaga imana  diu ra i kan  oleh  para  Penggugat  

da lam  hlm.  3  but i r  I . 1  s.d .  3  (Kedudukan  Hukum 

Tergugat )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa lag i  pu la  obyek  sengketa  yang  diguga t  o leh  para  

Penggugat  bukanlah   termasuk sebagai  Keputusan TUN yang  

dimaksud  dalam  Pasa l  2  but i r  a  sampai  dengan  but i r  g  

UU No.  9  Thn  2004,  yakn i  :            (a )  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  merupakan  perbua tan  hukum perda ta ;  

(b )  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  

pengatu ran  yang  bers i f a t  umum;  (c )  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  masih  memer lukan  perse tu j uan ;  (d )  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  

berdasarkan  keten tuan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Pidana  

dan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bers i f a t  hukum 

pidana ;  (e )  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dike lua rkan  atas  dasar  has i l  pemer iksaan  badan  

perad i l an  berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ;      ( f )  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  mengena i  ta ta  usaha  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia ;  

(g )  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum ba ik  d i  pusat  
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maupun  di  daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  umum,  

seh ingga  dengan  demik ian  semakin  nyata  benar  Tergugat  

ke l i r u  da lam memahami  penerapan  UU   No.  9 Thn 2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  yang  menjad i  Obyek  Gugatan  dalam  perkara  aquo  

ada lah  SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  PT.  ANGKASA PURA I  

(PERSERO) NOMOR: SKEP.1477/KP.07 /2009  tangga l  1 Oktober  

2009  ten tang  MUTASI  PEGAWAI DI  LINGKUNGAN PT.  ANGKASA 

PURA I  (PERSERO) Khususnya  Lampi ran  Sura t  te rsebu t  pada  

nomor  uru t  36,  51,  52,  53,  63,  64,  65,  66  dan  67,  dan  

nyata  t idak  termasuk  yang  di la rang  sebaga i  obyek  

gugatan  TUN seper t i  d ikemukakan  pada  but i r  4  di  atas ,  

o leh  karena  i t u  benar  gugatan  in i  ada lah  sesua i  dengan  

keten tuan  UU ten tang  Pengadi l an  TUN ;  - - - - - - - - - -

7. Bahwa  keke l i r u an  Tergugat  kembal i  nyata  te rang  dalam 

ura ian  Ekseps i  but i r  9  yang  menyatakan  adanya  dasar  

hukum “yu r i sd i k s i  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  BUKAN 

PTUN” ada lah  t i dak  berka i t an  sama seka l i  dengan perkara  

aquo  karena  Pasal  1:16  menje laskan  ten tang  Arb i t e r  

Hubungan  Indus t r i a l  yang  sama  seka l i  t i dak  pernah  

dis i nggung  di  da lam  gugatan  para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - -

8. Bahwa berdasarkan  ura ian  di  atas  i t u  da lam menanggap i  

Ekseps i  yang  di j e l a skan  dalam but i r  1 h lm 1 s.d .  but i r  

10  h lm  8  ada lah  seka l i  lag i  menunjukkan  betapa  te rang  

dan  nyata  keke l i r u an  Tergugat  da lam  memahami  gugatan  

para  Penggugat  yang  te l ah  sah  mengiku t i  acara  yang  

di ten tukan  dalam  UU  ten tang  Pengad i l an  TUN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bahwa gugatan  para  Penggugat  da lam perkara  aquo  pada  

in t i n ya  ada lah  di tu j u kan  te rhadap  Surat  Keputusan  

Tergugat  ( i . c .  obyek  gugatan  perkara  aquo )  yang  nyata -

nyata  merupakan  t indakan   sewenang- wenang  dan 

bertentangan  dengan peraturan  perundang- undangan ser ta  

melanggar  asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik  

( algemene  beg inse len  van  behoor l i j k  bestuur )  bahkan  

keputusan  TUN Tergugat  te rsebu t  te l ah  melanggar  HAM 

yang  menuru t  UUD RI  Tahun  1945  Pasal  28 I  ayat  (4 )  jo .  

UU No.  39  Thn  1999  Pasal  8  ada lah  menjad i  tanggung  

jawab  negara ,  te ru tama  pemer in tah  ( i . c .  Tergugat ) ,  

untuk  mel indung i ,  menegakkan,  memenuhi ,  dan  

memajukannya ,  ha lmana  te rnya ta  t idak  dibantah  sama 

sekal i  oleh  Tergugat ,  yang  dengan  demik ian  secara  

imp l i s i t  Tergugat  te lah  mengakui  substansi  gugatan  para  
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Penggugat  sebaga imana  ala t - ala t  bukt i  yang  akan  

disampaikan  o leh  Para  Penggugat  bersamaan  dengan  

Tanggapan  Ekseps i  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Berdasarkan  hal - ha l  yang  te rsebu t  dan  diu ra i kan  di  

atas ,  maka  mohonlah  Maje l i s  Hakim  PTUN dalam  perkara  

in i  berkenan  memutuskan  :  - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mengabulkan  Permohonan  Putusan  Sela  Para  Penggugat  

da lam  kesempatan  per tama  untuk  menunda  pe laksanaan  

Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero )  

NOMOR :  SKEP.1477/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  2009  

ten tang  MUTASI  PEGAWAI   DI  LINGKUNGAN PT.  ANGKASA 

PURA I  (PERSERO) beser ta  sega la  is i  dengan  Lampi ran  

Sura t  te rsebu t  yang  ber laku  se jak  tangga l  har i  sura t  

i t u  di te t apkan       (1  Oktober  2009)  khususnya  

Lampi ran  Sura t  te rsebu t  pada nomor     uru t    36,  51,  

52,  53,  63,  64,  65,   66   dan   67   sampai   dengan  

adanya  

keputusan  hukum yang  berkekua tan  te tap  ( ink rach t )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mengabulkan  Permohonan  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  
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se lu ruhnya  ;  

Bahwa  atas  Ekseps i  Kompetens i  Abso lu t  dar i  Pihak  

Tergugat  te r sebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Jakar ta  te l ah  mengeluarkan  Putusan  Sela  Nomor  

:  163/G/2009 /PTUN- JKT,  te r t angga l  10  Desember  2009,  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENGADILI  :

1. Menolak  Ekseps i  Tergugat   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2. Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

berwenang  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  

a quo  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  para  pihak  untuk  melan ju t kan  proses  

pers i dangan  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memperh i t ungkan  biaya  perkara  putusan  se la  in i  bersama-

sama  putusan  akh i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa  da lam  sengketa  in i  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te l ah  mengeluarkan  Penetapan  

Nomor  :  163/G/2009 /PTUN- JKT  te r t angga l  10  Desember  2009,  

ten tang  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  

yang  menjad i  obyek  sengketa  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan  permohonan  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Memer in tahkan  Tergugat   untuk   menunda  pe laksanaan   dan  

t i ndak   lan ju t  

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  PT.  ANGKASA PURA I  (PERSERO) 

NOMOR :  SKEP.  1477/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  2009  

ten tang  MUTASI  PEGAWAI DI  LINGKUNGAN PT.  ANGKASA PURA I  

(PERSERO)  khususnya  Lampi ran  te rsebu t  pada  nomor  uru t  

36,  51,  52,  53,  63,  64,  65,  66 dan 67 sampai  ada putusan  

Pengad i l an  berkekua tan  hukum te tap  kecua l i  ada penetapan  

la i n  yang  mencabutnya  dikemudian  har i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  atau  waki l nya  untuk  menyampaikan  sa l i nan  
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Penetapan  in i  kepada  para  Pihak  yang  bersengke ta  untuk  

dike tahu i  dan di l aksanakan  sebaga imana  mest inya ;

4. Menangguhkan  biaya  penetapan  in i  dan akan  dipe rh i t ungkan  

bersama- sama  dengan  putusan  akh i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa atas  gugatan  Penggugat  te r sebu t  d ia tas ,  p ihak  

Tergugat  te lah  mengajukan  jawaban  dengan  sura tnya  

te r t angga l  17  Desember  2009,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 DALAM POKOK PERKARA 

1. Tergugat  mohon  agar  ha l - ha l  yang  te l ah  dimuat  da lam 

Ekseps i  d ianggap  te rmasuk  dalam  Jawaban  Pokok  Perkara  

secara  mutat i s  mutand is  ;  - - - - - - - -  

2. Tergugat  membantah  dengan  tegas  se lu ruh  dal i l  Para  

Penggugat  kecua l i  yang  diaku i  dengan tegas  kebenarannya  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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MENGENAI  KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN HUBUNGAN HUKUM 

ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3. Tergugat  adalah  Di rek tu r  Utama  dar i  PT.  (Perse ro )  

Angkasa  Pura  I  yang  merupakan  Badan Usaha Mi l i k  Negara  

(BUMN)  yang  tunduk  pada  UU     No.  19  tahun  2003  

ten tang  BUMN (UU No.  19/2003)  dan  UU 40/2007  ten tang  

Perseroan  Terba tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Tidak  benar  da l i l  Para  Penggugat  pada  angka  I .1  

gugatannya  bahwa  kedudukan  hukum  Tergugat  ada lah  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara .  Fakta  bahwa  Perusahaan  

Tergugat  adalah  Perusahaan  yang  bers ta tus  BUMN t i dak  

ser ta  merta  membuat  sta tus  Terguga t  menjad i  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1.2  UU  No.  5/1986  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  ada lah  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  melaksanakan  

urusan  pemerintahan  berdasarkan  peraturan  perundang-

undangan”   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1.9 .  UU  No.  19/2003  mengatu r  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”D i reks i  ada lah  organ  BUMN yang  ber tanggung  jawab  atas  

pengurusan  BUMN untuk  kepent i ngan  dan  tu juan  BUMN,  

ser ta  mewaki l i  BUMN ba ik  di  da lam  maupun  di  lua r  

pengad i l an ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1.5  UU  No.  40/2007  mengatur  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”D i reks i  ada lah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan  

ber tanggung  jawab  

penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk  kepent i ngan  

Perseroan ,  sesua i  dengan  maksud  dan  tu j uan  Perseroan  

ser ta  mewaki l i  Perseroan ,  ba ik  di  da lam maupun di  lua r  

pengad i l an  sesua i  keten tuan  anggaran  dasar ”  ;  - - - - -

Pasal  2  UU  No.  19/2003  mengatur  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Maksud  dan tu juan  pend i r i an  BUMN adalah :

a. member ikan  sumbangan  bag i  perkembangan  perekonomian  

nas iona l  pada  umumnya  dan  pener imaan  negara  pada  

khususnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

b. mengeja r  keuntungan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

c. menyelenggarakan  kemanfaa tan  umum berupa  penyed iaan  

barang  dan/a tau  jasa  yang  bermutu  t i ngg i  dan memadai  

bag i  pemenuhan  haja t  h idup  orang  banyak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

d. menjad i  per in t i s  keg ia tan - keg ia tan  usaha  belum dapat  

d i l aksanakan  oleh  sekto r  swasta  dan  koperas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. tu ru t  akt i f  member i kan  bimbingan  dan  bantuan  kepda  

pengusaha  golongan  ekonomi  lemah,  koperas i ,  dan  

masyaraka t ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  11  UU  No.  19/2003  mengatur  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Keten tuan  te rhadap  Persero  ber laku  sega la  keten tuan  

dan  pr ins i p - pr ins i p  sebaga imana  dia tu r  da lam  UU No.  

1/1995  ten tang  Perseroan  Terbatas  ( te l ah  dipe rbaharu i  

o leh  UU  No.  40/2007) ”   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  12  UU No.  19/2003  mengatur  bahwa  maksud  dan  

tu j uan  pend i r i an  Persero  adalah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - -

“a . menyediakan  barang  dan/a tau  jasa  yang  bermutu  

t i ngg i  dan  berdaya  sa ing  kuat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. mengeja r  keuntungan  guna  meningka tkan  ni l a i  

perusahaan  ;  - - - - - - - - - - - -

Pasa l  15  UU  No.  19/2003  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“1 . Pengangkatan  dan  pemberhent i an  Di reks i  

d i l akukan  oleh  RUPS ;  - - - - - - -

2. Dalam hal  Menter i  ber t i ndak  se laku  RUPS pengangkatan  

dan  pemberhent i an  Di reks i  d i l akukan  oleh  Menter i ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  17  UU  No.  19/2003  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Anggota  Di reks i  sewaktu - waktu  dapat  d ibe rhen t i k an  

berdasarkan  keputusan  RUPS  dengan  menyebutkan  

alasannya”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Pasal  4 ayat  (1 )  UU No.  19/2003  mengatur :
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“ (1 ) Modal  BUMN merupakan  dan berasa l  dar i  kekayaan  

negara  yang  dip i sahkan”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  penje lasan  pasa l  4 ayat  (1 )  UU No.  19/2003  

yang  dimaksud  dengan  dip i sahkan  ada lah  pemisahan  

kekayaan  negara  dar i  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  

Negara  untuk  di j ad i kan  penyer taan  modal  negara  pada  

BUMN untuk  se lan ju t nya  pembinaan  dan  penge lo laannya  

t i dak  lag i  d i  dasarkan  pada  s is t em  APBN,  namun 

pembinaan  dan  penge lo l aannya  di  dasarkan  pada  pr ins i p -

pr ins i p  perusahaan  yang  sehat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan   ura ian   d i   atas   maka  te rbuk t i    bahwa 

dalam   jaba tannya  

sebaga i  Di rek tu r  Utama dar i  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  

I  yang  bers ta tus  BUMN  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Tergugat  sama  seka l i  t i dak  menja lankan  urusan  

pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  sebaga imana  d imaksud  da lam Pasal  1.2  UU No.  

5/1986  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Tergugat  HANYA  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  

BUMN untuk  kepent ingan  dan  tu juan  BUMN sesua i  

anggaran  dasar  Persero  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  ser ta  kewaj i ban  

Tergugat  te rba tas  dan  hanya  ber laku  di  l i ngkungan  

Perusahaan  Tergugat  dengan  kewaj i ban  untuk  mencapa i  

maksud  dan  tu j uan  did i r i k annya  Persero  sebaga imana  

dia tu r  da lam  anggaran  dasar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Pengangkatan  dan  pemberhent i an  Tergugat  d i l akukan  

oleh  Rapat  Umum Pemegang  Saham.  Adapun  peranan  

Menter i  hanya lah  te rba tas  dalam kedudukannya  sebaga i  

sebaga i  RUPS dika renakan  modal  Perusahaan  Tergugat  

sepenuhnya  mi l i k  negara .  Sehingga  Tergugat  bukan  

diangka t  langsung  o leh  menter i  se laku  pejaba t  

negara .  Namun untuk  pelaksanaan  ja l annya  Perseroan  

tunduk  pada UU No.  1/1995  Jo.  UU No.  40/2007  sebaga i  

suatu  perseroan  te rba tas  yang  d id i r i k an  murn i  dengan  

tu j uan  mendapatkan  keuntungan .  Bukan  menja lankan  

urusan  pemer in tahan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

5. Pada  angka  I I .  1.  dan  2  gugatannya  Para  Penggugat  

secara  tegas  mengaku i  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

a. Para  Penggugat  merupakan  peker j a  pada  Perusahaan  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I  yang  dip imp in  oleh  Tergugat  

se laku  Pember i  Ker ja  ;  - - -

b. Para  Penggugat  se lama in i  berkumpul  da lam organ isas i  

Ser i ka t  Peker ja  Angkasa  Pura  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

c. hubungan  hukum langsung  anta ra  Para  Penggugat  se laku  

peker j a  dan  Tergugat  se laku  Pember i  Ker ja  dia tu r  

da lam Per jan j i a n  Ker ja  Bersama ;

d. Per jan j i a n  Ker ja  Bersama  te rsebu t  te lah  ber laku  

secara  sah ;  - - - - - - - - - - - -

Keten tuan  mengenai  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

a. Ser i ka t  Peker ja  dia tu r  dalam UU No.  21/2000  ten tang  

Ser i ka t  Peker ja /Se r i k a t  Buruh  yang  merupakan  sa lah  

satu  dar i  berbaga i  keten tuan  ketenagaker j aan  se la i n  

UU No.  13/2003 ,  UU No.  2/2004  ;  - - -  

b. Per jan j i a n  Ker ja  Bersama dia tu r  da lam Pasal  25  ayat  

(1 )  huru f  a  UU No.  21/2000  dan  Pasa l  116  UU No.  

13/2003  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1.15  UU  No.  13/2003  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Hubungan  ker ja  ada lah  hubungan  anta ra  pengusaha  dan  

peker j a / bu ruh  berdasarkan  per jan j i a n  ker j a  yang  

mempunyai  unsur  peker j aan ,  per in t ah  dan  upah”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1.14  UU  No.  13/2003  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Per j an j i a n  ker j a  adalah  per jan j i a n  anta ra  
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peker j a / bu ruh  dan  pengusaha  atau  pember i  ker j a  yang  

memuat  syara t - syara t  ker j a ,  hak  dan  kewaj i ban  para  

pihak”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasal  1.4  UU  No.  13/2003  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pember i  ker j a  ada lah  orang  perseorangan ,  pengusaha,  

badan  hukum,  atau  badan- badan  la i nnya  yang  

mempeker jakan  tenaga  ker j a  dengan  membayar  upah  atau  

imba lan  dalam  bentuk  la i n ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  di  atas  maka te rbuk t i :

a. Hubungan  hukum  anta ra  Para  Penggugat  dan  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I  adalah  atas  dasar  hubungan  

ker j a  anta ra  peker j a  dan  pember i  ker ja  atau  

pengusaha  yang  dia tu r  da lam  dan  tunduk  pada  UU No.  

13/2003  ten tang  Ketenagaker j aan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. pend i r i an  Ser i ka t  Peker ja  Angkasa  Pura  I  tunduk  pada  

UU No.  21/2000  ten tang  Ser i ka t  Peker ja /Se r i k a t  Buruh  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. sta tus  Para  Penggugat  sebaga i  peker j a  dan  Tergugat  

Halaman  65  dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebaga i  pengusaha  atau  pember i  ker j a  tunduk  pada  UU 

No.  13/2003  ;  - - - - - - - - - -

6. Dalam  pend i r i annya  se laku  BUMN Perusahaan  Tergugat  

tunduk  pada  UU No.  19/2003 .  Namun  da lam  pengatu ran  

hubungan  ker ja  anta ra  Perusahaan  Tergugat  dan  

peker j anya ,  pera tu ran  yang  ber laku  ada lah  pera tu ran  

perundang- undangan   di   b idang    ketenagaker j aan  

ya i t u    UU      

No.  13  tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  (UU  No.  

13/2003) .  Pengatu ran  in i  te rmasuk  mengena i  keber l akuan  

UU No.  2  tahun  2004  ten tang  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  

Hubungan  Indus t r i a l  (UU No.  2/2004)  da lam hal  te r j ad i  

perse l i s i h an  anta ra  Perusahaan  Tergugat  se laku  

pengusaha/  pember i  ker j a  dan  peker j anya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secara  khusus  keber l akuan  keten tuan  ketenagaker j aan  

secara  tegas  d ia tu r  pada  Pasa l  87  ayat  (1 )  UU No.  

19/2003 ,  d imana disebu tkan  :  - - - - - - - - - - - - - - - -

“ (1 ) Karyawan  BUMN merupakan  peker j a  BUMN yang  

pengangkatan,  pemberhent ian ,  kedudukan,  hak  dan  

kewaj ibannya  di te tapkan  berdasarkan  per jan j i an  

ker ja  bersama dengan ketentuan  peraturan  perundang-
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undangan  di  bidang  ketenagaker jaan ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Dengan  demik ian ,  berdasarkan  Pasal  87  ayat  (1 )  UU No.  

19/2003  keten tuan  ketenagaker j aan  ber l aku  dalam 

pengatu ran  hubungan  ker j a  anta ra  peker j a  BUMN dan BUMN. 

Keber lakuan  keten tuan  ketenagaker j aan  dimaksud  te rmasuk  

dalam  ha l  t imbu l  perse l i s i h an  anta ra  pember i  

ker j a / pengusaha  dan  peker j anya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perse l i s i h an  yang  dapat  t imbu l  da lam  hubungan  ker ja  

anta ra  peker j a  BUMN dan  BUMN ada lah  te rmasuk  mengenai  

pemindahan  peker j a  dar i  satu  tempat  ker j a  ke  tempat  

ker j a  la i nnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Dalam  gugatannya ,  Para  Penggugat  menggugat  Keputusan  

Tergugat  Nomor   :   SKEP.  1477/KP.07 /2009    te r t angga l  

1  Oktober   2009   ten tang  

mutas i  pegawai .  Sura t  Keputusan  Nomor:  SKEP.  

1477/KP.07 /2009  te r t angga l  1  Oktober  2009  te rsebu t  

d ike lua rkan  oleh  Tergugat  da lam rangka  mutas i  te rhadap  

93 peker j a  Perusahaan  dimana Para  Penggugat  te rmasuk  di  

anta ra  yang  dimutas i .  Mutas i  d i l akukan  oleh  Tergugat  
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sesua i  kewenangan  yang  d imi l i k i n y a  dalam Pasal  12  PKB 

ten tang  Jen jang  Kar i r  (Mutas i ) .  Pasal  12  PKB mengatu r  

bahwa  pengusaha  berwenang  mengatur  jen jang  kar i r  

peker j aan  pegawai  da lam  rangka  pendayagunaan  pegawai  

demi  te rc i p t anya  tu juan  Perusahaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Terbuk t i  dar i  93  peker j a  Perusahaan  yang  dimutas i ,  84  

peker j a  melaksanakan  mutas i  te rsebu t  tanpa  ada  

kebera tan  apapun.  Hanya  Para  Penggugat  yang  dengan  

berbaga i  da l i h  menolak  melaksanakan  mutas i  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Para  Penggugat  berkebera tan  te rhadap  keputusan  

Tergugat  te r sebu t ,  berdasarkan  Pasa l  116  PKB ten tang  

Prosedur  Penye lesa ian  Keluh  Kesah,  Para  Penggugat  dapat  

membicarakannya  dan  menyelesa i kan  ke luhan  atau  

pengaduannya  dengan  atasan  langsungnya .  Apabi l a  proses  

in i  gaga l  mencapa i  mencapai  penye lesa ian  maka  Para  

Penggugat  dapat  mengajukan  ke luhan  atau  pengaduannya  

sesua i  pera tu ran  perundang- undangan.  Dika i t k an  dengan  

Pasal  123  PKB  maka  untuk  penye lesa ian  perse l i s i h an  

mengenai  ke luhan  atau  pengaduan  Para  Penggugat  ak iba t  

adanya  mutas i  te rsebu t  dapat  d ise rahkan  mela lu i  

mekanisme  Perad i l an  Hubungan  Indus t r i a l .  Bukan  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Terbuk t i  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum  di  atas ,  

t i ndakan  Para  Penggugat  yang mengajukan  gugatan  ke PTUN 

Jakar t a  untuk  membata lkan  sura t  keputusan  Tergugat  

semata- mata  karena  Terguga t  ada lah  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  merupakan  t i ndakan  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  

berdasar  ;  -

Pasal  1  but i r  (22)  UU No.  13/2003  dan  Pasa l  2  UU No.  

2/2004  mengatur  bahwa  jen i s  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l  ada lah  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. perse l i s i h an  PHK  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. perse l i s i h an  kepent i ngan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

3. perse l i s i h an  hak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4. perse l i s i h an  anta r  SP hanya  dalam satu  perusahaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perse l i s i h an  anta ra  Para  Penggugat  se laku  peker j a  dan  

Tergugat  se laku  pengusaha  ada lah  berkenaan  dengan  

pelaksanaan  mutas i  yang  dia tu r  da lam  Pasa l  12  PKB ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Pasal  1  angka  2  UU No.  2/2004  mengatu r  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Perse l i s ihan  Hak  adalah  perse l i s ihan  yang  t imbul  

karena  t idak  dipenuhinya  hak,  akibat  adanya  perbedaaan  

pelaksanaan  atau  penafs i ran  terhadap  ketentuan  

pera tu ran  perundang- undangan,  per jan j i a n  ker j a ,  

pera tu ran  perusahaan ,  atau  per jan j i an  ker ja  bersama 

(PKB)”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan demik ian  maka perse l i s i h an  anta ra  Para  Penggugat  

se laku  peker j a  dan  Tergugat  se laku  pengusaha  merupakan  

perse l i s i h an  hak  yang  penye lesa iannya  tunduk  pada  UU 

No.  2/2004  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SURAT  KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR:  SKEP.  1477/KP.07 /2009  

TERTANGGAL 1  OKTOBER 2009  TENTANG MUTASI  PEGAWAI  DI  

LINGKUNGAN PT.  (PERSERO)  ANGKASA PURA I  TELAH SESUAI 

DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB).  

8. Pada  1  Oktober  2009  Tergugat  mengeluarkan  Sura t  
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Keputusan  Di reks i    PT.  (Persero )  Angkasa  Pura  I  Nomor:  

SKEP.  1477/KP.07 /2009  te r t angga l  1 Oktober  2009 ten tang  

Mutas i  Pegawai  Di  L ingkungan  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  

I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

9. Pasal  12  ayat  (1 ) ,  (2 )  dan  (4 )  PKB mengena i  Jen jang  

Kar i r  (Mutas i )  mengatur  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(1 ) Pengusaha  berwenang  mengatur  jen jang  kar i r  

peker jaan  Pegawai  da lam  rangka  pendayagunaan  

pegawai  demi  te r capa inya  tu j uan  Perusahaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

(2 ) Jen jang  kar i r  peker j aan  Pegawai  te rd i r i  dar i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Promosi  ada lah  proses  perp indahan  Pegawai  dar i  

satu  jaba tan  ke  jaba tan  la i n  yang  leb ih  t i ngg i  

ke las  peker j aannya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Rotasi  ada lah  proses  perp indahan  Pegawai  dar i  
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satu  peker j aan  ke  peker j aan  la i n  yang  sama ke las  

peker j aannya ,  dapat  d i l akukan  guna  meningka tkan  

penga laman  ker j a  Pegawai ,  penga l i han  tugas  dan  

penga l i han  tempat  ker ja ,  da lam  rangka  pers iapan  

promosi  atau  perba i kan  pres tas i  Pegawai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Demosi  ada lah  proses  perp indahan  Pegawai   dar i  

satu   peker j aan  la i n  yang  leb ih  rendah  ke las  

peker j aannya ,  dapat  d i l akukan  sebaga i  upaya  

pembinaan  Pegawai  agar  leb ih  pres ta t i f  da lam 

menja lankan  fungs i ,  tugas  dan  tanggung  jawab  

peker j aannya  ;  - - -

(4 ) Mekanisme  pengaturan  jen jang  kar i r  peker jaan  

pegawai  menjadi  wewenang  penuh  Pengusaha  sesua i  

dengan  Keten tuan  yang  ber laku  d i  Perusahaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Atas  dasar  per t imbangan- per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  

maka Tergugat  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I  Nomor  :  SKEP.  1477/KP.07 /2009  

te r t angga l  1  Oktober  2009  ten tang  Mutas i  Pegawai  Di  

L ingkungan  PT.  (Persero )  Angkasa  Pura  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -
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11. Tidak  benar  da l i l  angka  3 sampai  dengan  5 halaman 4 dan  

5  gugatan  Para  Penggugat  bahwa  Sura t  Keputusan  untuk  

mutas i  Para  Penggugat  d ike lua rkan  pada  saat  Para  

Penggugat  sedang  da lam pos is i  berund ing  dengan  Terguga t  

dengan  maksud  supaya  Tergugat  memenuhi  se lu ruh  hak- hak  

Para  Penggugat  khususnya  menyangkut  Pasa l  38,  Pasa l  65  

dan  Pasa l  66  PKB  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Para  Penggugat  te r sebu t  merupakan  dal i l  yang  

t i dak  benar  dan  sangat  menyesatkan .  Fakta  yang  

sebenarnya  te r j ad i  ada lah  Para  Penggugat  t i dak  te rmasuk  

dan  bukan  merupakan  pihak  yang  sedang  melakukan  

perund ingan  PKB dengan  Tergugat .  Yang sedang  melakukan  

perund ingan  PKB  dengan   Terguga t   adalah   pengurus  

dan  anggota   dar i  

ser i ka t  peker j a  yang  bernama Asos ias i  Karyawan  Angkasa  

Pura  I  (AKA) .  Para  Penggugat  bukan lah  pengurus  dan  

anggota  dar i  AKA ataupun  d i l i b a t kan  dalam  perund ingan  

te rsebu t .  Karena  i t u  maka  te rbuk t i  t i dak  benar  da l i l  

Para  Penggugat  bahwa  d i t e rb i t k annya  Sura t  Keputusan  

mutas i  d i t u j u kan  untuk  menghalang i  keg ia tan  Para  

Penggugat  da lam  meneruskan  per j uangannya  menuntu t  
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Tergugat  untuk  memenuhi  kesepaka tan  dalam  PKB  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dengan  demik ian  te rbuk t i  t i dak  benar  dal i l  Para  

Penggugat  pada  angka  3 sampai  dengan  5 ha laman 4 dan 5  

gugatannya  bahwa  mutas i  te rsebu t  mengandung  maksud  

in t im idas i ,  dan  berdasarkan  kesewenang- wenangan  

semata  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Salah  satu  bukt i  bahwa mutas i  te rsebu t  t i dak  didasar i  

in t im idas i  dan  kesewenang- wenangan  semata  ada lah  bahwa 

berdasarkan  :  - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

Nomor:  SKEP.  1475/KP.07 /2009  te r t angga l  1  Oktober  

2009  ten tang  Mutas i  Pegawai  Di  L ingkungan  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I  te lah  dipu tuskan  untuk  

melakukan  mutas i  atas  19  peker j a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

Nomor  :  SKEP.  1476/KP.07 .05 /2009  te r t angga l  1 

Oktober  2009  ten tang  Mutas i  Pegawai  Di  L ingkungan  
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PT.  (Persero )  Angkasa  Pura  I   te lah  dipu tuskan  untuk  

melakukan  mutas i  atas  1  peker j a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

Nomor  :  SKEP.  1477/KP.07 /2009  te r t angga l  1  Oktober  

2009  ten tang  Mutas i  Pegawai  Di  L ingkungan  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I  te lah  dipu tuskan  untuk  

melakukan  mutas i  atas  93  peker j a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

d. Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

Nomor:  SKEP.  1478/KP.07 /2009  te r t angga l  1  Oktober  

2009  ten tang  Mutas i  Pegawai  Di  L ingkungan  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I  te lah  dipu tuskan  untuk  

melakukan  mutas i  atas  66  peker j a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah  kese lu ruhan  peker j a  yang  dimutas i  berdasarkan  

keempat  Sura t  Keputusan  te rsebu t ,  te rmasuk  Para  

Penggugat ,  ada lah  179 peker j a  ;  - - - - - -

Dar i  179  peker j a  yang  dimutas i  hanya  Para  Penggugat  (9  

orang)  yang  dengan  berbaga i  da l i h  menolak  melaksanakan  

mutas i  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - -
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Adanya  170  peker j a  yang  menyetu ju i  mutas i  te rsebu t  

membukt i kan   bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. mutas i  te rsebu t  d i l akukan  Tergugat  sesua i  dengan  PKB 

;  - - - - - - - - - - - - - - - - -   

dan 

b. mutasi  tersebut  merupakan  hal  yang  biasa  di  

Perusahaan,  dan  sela lu  di lakukan  Tergugat  dalam 

rangka  kebutuhan  organisas i  dan  pengaturan  kar i r  

kepegawaian  dikemudian  har i  ;  - - - - - - - - - - - -

Ter lamp i r  rekaman Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  (Persero )  

Angkasa  Pura  I  :

a. Nomor:  SKEP.  1475/KP.07 /2009 ,  te r t angga l  1  Oktober  

2009 ;  - - - - - - - - - - -

b. Nomor:  SKEP.  1476/KP.07 /2009 ,  te r t angga l  1  Oktober  

2009 ;  - - - - - - - - - - -

c. Nomor:  SKEP.  1477/KP.07 /2009 ,  te r t angga l  1  Oktober  

2009 ;  - - - - - - - - - - -

dan 
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d. Nomor:  SKEP.  1478/KP.07 /2009  te r t angga l  1  Oktober  

2009 ;  - - - - - - - - - - - -

sebaga i  Bukt i  T- 1,  T- 2,  T- 3,  dan  T- 4  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Tergugat  membantah  dal i l  angka  6  dan  7  dal i l  Para  

Penggugat  pada  halaman  4  dan  5  gugatan .  Tidak  ada  

re levans inya  anta ra  dal i l  Para  Penggugat  te r sebu t  

dengan  dike lua r kannya  Sura t  Keputusan  mengena i  mutas i .  

Sura t  Rekomendas i  o leh  Komnas  HAM bukan lah  te rka i t  

dengan  dike lua r kannya  Sura t  Keputusan  Mutas i  namun 

te rka i t  dengan  kebutuhan  perusahaan  dalam  rangka  

meningka tkan  k ine r j a  Perusahaan  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA DALIL  GUGATAN PARA PENGGUGAT 

BAHWA  OBJEK  GUGATAN  BERTENTANGAN  DENGAN  PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG 

BAIK

14. Tergugat  membantah  dal i l  angka  1 dan 2 ha laman 5 dan 6  

gugatan .  Pasal  12  ayat  (1 )  PKB mengatur  secara  tegas  

kewenangan  Tergugat  untuk  mengatu r  jen jang  kar i r  

(mutas i )  peker j aan  pegawai  da lam  rangka  pendayagunaan  

pegawai  demi  te r capa inya  tu j uan  perusahaan.  Dengan  

demik ian  te rbuk t i  Terguga t  memi l i k i  kewenangan  untuk  

melakukan  mutas i  te rhadap  para   pegawainya   te rmasuk  

Para   Penggugat   apab i l a   Tergugat
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 merasa  per lu  di l akukan  mutas i  demi  te rcapa inya  tu j uan  

perusahaan  ;  - - - - - -

15. Bi la  Para  Penggugat  kons is t en  dan  mampu membaca dengan  

benar  dan  te l i t i  Pasal  87  UU No.  19/2003  maka  Para  

Penggugat  t i dak  akan  mengajukan  gugatan  ke  PTUN 

Jakar t a .  Sangat  je l as  dia tu r  da lam Pasa l  87 ayat  (1 )  UU 

No.  19/2003  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ (1 ) . Peker j a  BUMN merupakan  peker j a  BUMN yang  

pengangkatan ,  pemberhent i an ,  kedudukan,  hak  dan  

kewaj i bannya  d i t e t apkan  berdasarkan  per jan j i a n  

ker j a  bersama  (PKB)  sesuai  dengan  ketentuan  

peraturan  perundang- undangan  di  bidang  

ketenagaker jaan  ”   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Berdasarkan  Pasa l  87  ayat  (1 )  UU No.  19  tahun  2003  

je l as  dia tu r  bahwa  hak  dan  kewaj i ban  peker j a  BUMN 

di te t apkan  berdasarkan  Per jan j i a n  Ker ja  Bersama  (PKB)  

yang  dibua t  anta ra  peker j a  BUMN dan pember i  ker ja  ya i t u  

manajemen  BUMN  sebaga i  pengusaha  sesua i  dengan  
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keten tuan  ketenagaker j aan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Pasal  1.6  UU No.  13/2003  dan Pasal  1 angka  (7 )  huru f  a  

UU No.  2 tahun  2004  mengatu r  bahwa BUMN te rmasuk  dalam 

def i n i s i  Perusahaan  yang  karenanya  waj i b  tunduk  pada  

kedua  UU te rsebu t .  Dengan  demik ian  apab i l a  te r j ad i  

perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  anta ra  peker j a  BUMN 

dan  manajemen  BUMN maka  penye lesa ian  perse l i s i h an  

hubungan  indus t r i a l  te rsebu t  waj ib  tunduk  dan  patuh  

pada UU No.  2/2004.  Apabi l a  Para  Penggugat  merasa  bahwa 

Tergugat  t i dak  memenuhi  prosedur   sesua i   PKB

seharusnya  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l .  Hal  in i  juga  d i t egaskan  da lam Pasa l  116.4  

dan Pasa l  123.2  PKB ;  - - - - - - - - - - - - - - - -  

16. Tidak  benar ,  dan  sangat  mengada- ada  da l i l  angka  3  

halaman  6  gugatan  bahwa  objek  gugatan  t i dak  memenuhi  

kecermatan  fo rma l  d ika renakan  para  peker j a  hanya lah  

leve l  para  pelaksana  atau  sta f  dengan  ke las  peker j aan  

12 sampai  dengan  10 yang  t i dak  ber imbang  anta ra  ongkos  

mutas i  dengan  manfaa t  k ine r j a  dar i  peker j a / pegawa i  yang  

dimutas i  karena  ke las  peker j aan  te tap  sama atau  t i dak  

naik  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pasal  12 ayat  (2 )  but i r  b PKB,  menyebutkan  ar t i  ro tas i  

ada lah  :  - - - - - - - - - - - - -

a. proses  perp indahan  Pegawai  dar i  satu  peker j aan  ke  

peker j aan  la i n  yang  sama  kelas  peker jaannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. dapat  d i l akukan  guna  meningkatkan  pengalaman  ker ja  

Pegawai ,  pengal ihan  tugas  dan  pengal ihan  tempat  

ker ja ,  da lam rangka  pers i apan  promosi  atau  perba ikan  

pres tas i  Pegawai  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bi la  Para  Penggugat  membaca  benar - benar  secara  te l i t i  

dan  penuh  penghayatan  is i  dar i  Pasa l  12 ayat  (2 )  but i r  

b PKB,  t i dak  ada satu  keten tuan  pun yang  mengatu r  bahwa 

mutas i  hanya  dapat  d i l akukan  untuk  pos is i  te r t en tu  

sa ja .  Adalah  sepenuhnya  kewenangan  Tergugat  untuk  

menentukan  s iapa  sa ja  yang  akan  dimutas i ,  dan  untuk  

pos is i  ser ta  jaba tan  apa  yang  per lu  dimutas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Sebaga i  pegawai ,  Para  Penggugat  sama  seka l i  t i dak  

berhak  menentukan  s iapa   yang   akan   d imutas i ,   untuk  

pos is i   dan  jaba tan   apa  yang    per lu

dimutas i .  Kewaj iban  Para  Penggugat  ada lah  mematuh i  
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per i n t ah  mutas i  te rsebu t .  Bukan  membangkang  atas  

per i n t ah  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para  Penggugat  t i dak  punya  hak  untuk  menentukan  

ke las / l e ve l  peker j aan  apa  sa ja  yang  dapat  d ikenakan  

mutas i .  Hal  in i  d ibuk t i k an  dengan  banyaknya  pegawai  

Tergugat  yang  seke las / se l e ve l  dengan  Para  Penggugat  

mener ima  keputusan  mutas i  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  membukt i kan  bahwa  mutas i  juga  dapat  

d i l akukan  walaupun  pegawai  yang  dimutas i  ke las  

peker j aannya  te tap  sama,  karena  mutas i  te r sebu t  

d i l akukan  da lam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  organ isas i  

perusahaan,  SEHINGGA BERAPAPUN ongkos  (beban  b iaya)  

yang  dike lua rkan  perusahaan  untuk  mutas i  merupakan  

sa lah  satu  upaya  perusahaan  DALAM RANGKA PENCAPAIAN 

KINERJA  OPTIMAL  PERUSAHAAN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

17. Tergugat  membantah  dal i l  angka  4 halaman 6 gugatan  yang  

sangat  menggel i kan  bahkan  te rkesan  pongah  ser ta  angkuh.  

Tidak  ada  satupun  keten tuan  dalam  PKB yang  mewaj ibkan  

Tergugat  untuk  meminta  perse tu j uan  atau  iz i n  dar i  

Ser i ka t  Peker ja  Angkasa  Pura  I  (SP  AP- I )  untuk  

memutas i kan  peker j a / pegawai  yang  menjad i  anggota  SP AP-
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I .  Ser i ka t  Peker ja  Angkasa  Pura  I  (SP AP- I )  sama seka l i  

t i dak  mempunyai  kewenangan  untuk  iku t  mengatu r  

penge lo l aan  perusahaan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tergugat  mendukung  peker j a / pegawa i  untuk  bergabung  dan  

akt i f  da lam kepengurusan     SP AP- I .     Namun    ha l  

te rsebu t     t i dak      menjad i kan

 

peker j a / pegawa i  te rsebu t  mendapatkan  per lakuan  khusus  

atau  berbeda  diband ingkan  dengan  peker j a / pegawa i  

la i nnya .  Apabi l a  Perusahaan  memer lukan  peker j a  yang  

kebetu lan  juga  menjad i  pengurus  SP AP- I  untuk  dimutas i  

maka  pegawai /peke r j a  yang  menjad i  pengurus  SP  AP- I  

te rsebu t  waj i b  tunduk  dan  mematuh i  per in t ah  mutas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan te rcan tumnya  kewenangan  Terguga t  untuk  melakukan  

mutas i  da lam  PKB,  yang  mana  PKB te rsebu t  merupakan  

kesepaka tan  has i l  perund ingan  anta ra  Ser i ka t  Peker j a  

PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  dan  manajemen  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I ,  maka kedua  be lah  p ihak  waj ib  

tunduk  dan  patuh  pada  PKB te rsebu t .  Pasa l  118  UU No.  

13/2003  menyatakan  bahwa  PKB  ber laku  bagi  se lu ruh  

peker j a  perusahaan .  Karenanya ,  t i dak  ada  dasar  dan  

alasan  apapun  bagi  Para  Penggugat  untuk  menolak  

melaksanakan  mutas i  yang  d i l akukan  Tergugat  berdasarkan  
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PKB;  

18. Tidak  berdasar  dan sangat  kekanak- kanakan  dal i l  angka  5  

halaman  7 gugatan  bahwa mutas i  yang  di l akukan  Tergugat  

te l ah  melanggar  asas  persamaan  per lakuan  dika renakan  

sa lah  seorang  Penggugat  yang  d imutas i  ke  bandara  Solo  

t i dak  dina i kkan  ke las  peker j aannya  seper t i  

peker j a / pegawa i  la i n  yang juga  dimutas i  ke  bandara  Solo  

pada  un i t  ker ja  yang  sama  te tap i  d ina i kkan  ke las  

peker j aannya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  12  ayat  (2 )  huru f  a  PKB mengatur  mengenai  apa  

yang  disebu t  Jen jang  Kar i r  (Mutas i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

PKB  mengatu r  bahwa  untuk  mutas i  te rd i r i  dar i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Promosi  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Rotas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dan 
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c. Demosi  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tidak  semua pegawai  yang  dimutas i  o leh  Terguga t  hanya  

berupa  ro tas i  sa ja  te tap i  ada  juga  pegawai  yang  

mendapatkan  promosi .  Para  Penggugat  seharusnya  t i dak  

per l u  merasa  i r i  dan  berprasangka  buruk  apab i l a  ada  

peker j a  yang  mendapatkan  promosi  dan  kemudian  menuduh  

Tergugat  te lah  melakukan  perbedaan  per lakuan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para  Penggugat  seharusnya  mau untuk  bers i kap  ju j u r  dan  

t i dak  berupaya  menyesatkan  ja l an  pik i r an  Maje l i s  Hakim 

dengan  mendal i l k an  seakan- akan  hanya  Para  Penggugat  

sa ja  yang  d i  ro tas i  tanpa  Promosi  sedangkan  pegawai  

yang  la i nnya  di ro t as i  untuk  Promosi  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  fak ta ,  jumlah  pegawai  yang  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. di ro t as i  tanpa  promosi  seper t i  Para  Penggugat  

ber j umlah  108 pegawai ;

b. dip romos ikan  se jumlah  68  pegawai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dan 
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c. di  demosi  ber jumlah  3  pegawai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasakan  fak ta - fak ta  te rsebu t  karena  te rbuk t i  jumlah  

pegawai  yang  di ro t as i  tanpa  promosi  jauh  leb ih  banyak  

diband ingkan  dengan  pegawai  yang  dimutas i  untuk  

promosi .  Maka t i dak   berdasar   da l i l   Para   Penggugat

bahwa Sura t  Keputusan  Mutas i  Tergugat  te lah  melanggar  

asas  persamaan  per lakuan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Sangat  mengada- ada,  menggel i kan  dan  t i dak  berdasar  

da l i l  Para  Penggugat  bahwa mutas i  peker j aan  yang  wajar ,  

patu t  dan  layak  menuru t  keb iasaan  umum memer lukan  

jangka  waktu  100  har i  dengan  mencontoh  pejaba t  negara .  

Tidak  ada  satu  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

menyatakan  bahwa  dalam  rangka  mutas i  pegawai ,  

Perusahaan  harus  member ikan  jangka  waktu  adaptas i  

se lama  100  har i .  Sangat l ah  ber leb i han  bi l a  Para  

Penggugat  menyamakan  t i ngka t  peker j aannya  dengan  

t i ngka t  peker j aan  para  pejaba t  negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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20. Patu t  untuk  d ike tahu i  o leh  Maje l i s  Hakim,  bahwa sa lah  

satu  dar i  Para  Penggugat  yang  bernama  Sdr .  Sul i s t i a n i  

hanya  dimutas i kan  oleh  Tergugat  untuk  menempat i  pos is i  

yang  sama di  un i t  yang  berbeda  namun te tap  berada  d i  

Kanto r  Pusat .  Tapi  te rnya ta  Sdr .  Sul i s t i a n i  te tap  

menolak  untuk  melaksanakan  per in t ah  te rsebu t .  

Karenanya,  te rbuk t i  t i ndakan  Para  Penggugat  

mempermasalahkan  mutas i  te rsebu t ,  merupakan  t i ndakan  

yang  mengada- ada  dan  tanpa  dasar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengenai  da l i l  bahwa  Para  Penggugat  dengan  Terguga t  

masih  da lam keadaan  sedang  berund ing  ada lah  sama seka l i  

t i dak  benar  dan  t i dak  tepa t .  Yang  berund ing  dengan  

Tergugat  saat  in i  ada lah  Asos ias i  Karyawan Angkasa  Pura  

I  (AKA) ,  bukan  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ter lamp i r  rekaman  Daf ta r  Hadi r  Perund ingan  Pembahasan  

PKB dar i  7  sampai  dengan  11  Desember  2009  dan  Tata  

Ter t i b  Perund ingan  Pembuatan  PKB sebaga i  Bukt i  T- 5,  T-

6,  T- 7,  T- 8,  T- 9,  T- 10  ;  - - - - - - - - - - - -

TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT

21. Tergugat  membantah  se lu ruh  dal i l  Para  Penggugat  
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mengenai  kerug ian  ak iba t  adanya  mutas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  

22. Sangat  mengada- ada  dan  t i dak  berdasar  da l i l  Para  

Penggugat  bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  Per iha l :  

Mutas i  ada lah  suatu  t i ndakan  in t im i das i  dan  ant i  

ser i ka t  peker j a  untuk  menghent i kan  per j uangan  hak- hak  

peker j a / pegawa i  da lam PKB,  dimana  b i l a  sura t  Keputusan  

te rsebu t  t i dak  diba ta l kan  maka Para  Penggugat  dkk  sudah  

dan  potens ia l  d i rug i kan  kese lu ruhannya  se jumlah  to ta l  

kurang  leb ih  Rp.  50.966 .169 .728 , -  ;  - - - - - - - -

Sebaga imana  te l ah  d i j e l a s kan  oleh  Terguga t  d i  atas ,  

bahwa  mutasi  tersebut  merupakan  hal  yang  biasa  di  

Perusahaan,  dan sela lu  di lakukan  Tergugat  dalam rangka  

kebutuhan  organisas i  dan  pengaturan  kar i r  kepegawaian  

dikemudian  har i ,  seh ingga  keb i j a kan  mutas i  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  t i dak  dapat  d ika i t k an  dengan  

in t im idas i  dan  ant i  Ser i ka t  Peker j a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan demik ian  hal - ha l  yang  disampaikan  oleh  Penggugat  

da lam  da l i l n ya  melakukan  in t im i das i  dan  ant i  ser i ka t  

peker j a  ada lah  TIDAK BENAR ;  - - - -

23. Tidak  benar  dan sangat  t i dak  berdasar  da l i l  angka  2 dan  

3  Para  Penggugat  bahwa  mutas i  te rsebu t  membuat  Para  
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Penggugat  keh i l angan   kesempatan  

untuk  berkembang  dan  kesempatan  untuk  promosi  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sesua i  Pasa l  12  ayat  (2 )  PKB  sa lah  satu  tu j uan  

di l akukannya  mutas i  ada lah  untuk  pembinaan  pegawai .  

Dengan  demik ian  te rbuk t i  t i dak  benar  dal i l  Para  

Penggugat  bahwa mutas i  te rsebu t  membuat  Para  Penggugat  

keh i l angan  kesempatan  untuk  berkembang  dan  keh i l angan  

kesempatan  untuk  promosi .  Jus t ru  t i ndakan  Para  

Penggugat  yang  menolak  mutas i  i t u l ah  yang  membuat  Para  

Penggugat  keh i l angan  kesempatan  untuk  berkembang  dan  

kesempatan  untuk  promosi  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Tidak  benar  dan  t i dak  berdasar  da l i l  angka  4  dan  5  

gugatan  Para  Penggugat .  Para  Penggugat  seharusnya  sadar  

dan  t i dak  bers i kap  kekanak- kanakan  dengan  menolak  

mutas i  d ika renakan  te lah  memi l i k i  keh idupan  ke lua rga  di  

tempat  asa l .  Para  Penggugat  seharusnya  menyadar i  akan  

kewaj i ban  dan  tanggung  jawab  Para  Penggugat  se laku  

pegawai             PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I .  Set iap  

orang  yang  di te r ima  beker j a  sebaga i  peker j a  dimanapun  

te rmasuk  di  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  waj ib  untuk  
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mener ima  keputusan  perusahaan  untuk  di tempatkan  dimana  

sa ja  demi  menja lankan  tugas  dan per in t ah .  Hal  in i  te l ah  

dia tu r  d i  da lam  Pasa l  84  PKB  dan  karenanya  waj ib  

di t aa t i  o leh  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  84  huru f  b  angka  23  PKB mengena i  Pelanggaran  

Dis ip l i n  Bera t  mengatu r  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“b .  Larangan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23) Menolak  dan  atau  t i dak  melaksanakan  per i n t ah  

pelaksanaan  tugas  ked inasan  yang  layak  dar i  

atasan”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alangkah  ber leb i han  dal i l  Para  Penggugat  bahwa mutas i  

o leh  Terguga t  te lah  menimbulkan  kerug ian  immater i i l .  

Para  Penggugat  seharusnya  membuka  mata  dan  mel iha t  

fak ta - fak ta  yang  ada,  bahwa bukan  hanya  Para  Penggugat  

yang  dimutas i ,  tap i  ada  170  pegawai  la i n  yang  iku t  

d imutas i .  Pun,  mutas i  in i  bukan  mutas i  yang  per tama  

ka l i  d i l akukan  dan  te r j ad i  d i  Perusahaan  Tergugat .  
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Tidak  ada  satupun  dar i  mereka  yang  menolak  dan  

mender i t a  kerug ian  baik  mater i i l  maupun  immater i i l  

seper t i  apa  yang  Para  Penggugat  da l i l k an .  Dal i l  

te rsebu t  jus t r u  membukt i kan  bahwa Para  Penggugat  ada lah  

peker j a  yang  sangat  ego is ,  hanya  memik i r kan  di r i  

send i r i  tanpa  memperdu l i kan  kepent i ngan  perusahaan  

ataupun  kepent i ngan  peker j a  la i nnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  PENETAPAN  No.  163/G/2009 /PTUN- JKT  MENGENAI 

PENUNDAAN  PELAKSANAAN  SURAT  KEPUTUSAN  DIREKSI  

PT.  (PERSERO) ANGKASA PURA I  NOMOR: SKEP.  1477/KP.07 /2009 .

25. Tidak  berdasar  dan  mengada- ada  dal i l  angka  1  Para  

Penggugat  bahwa dengan  Sura t  Keputusan  mengenai  mutas i  

yang  se lambat - lambatnya  di l akukan  pada  26  Oktober  2009  

membuat  Para  Penggugat  t i dak  dapat  memper juangkan  hak-

hak  peker j a  di  da lam  PKB  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang saat  in i  melakukan  perund ingan  PKB dengan Tergugat  

ada lah  Asos ias i  Peker j a  Angkasa  Pura  I  dan  bukan  Para  

Penggugat .   Perund ingan

yang  di l akukan  saat  in i  ada lah  berkenaan  dengan  PKB 

yang  has i l nya  akan  din i kmat i  o leh  se lu ruh  peker j a  
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te rmasuk  Para  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Tidak  benar  da l i l  angka  2  Para  Penggugat .  Tergugat  

te l ah  mengal i hkan  proses  membayarkan  ga j i  para  

Penggugat  di  lokas i  ker ja  baru  sesua i  dengan s is t em dan  

mekanisme  yang  ber laku  di  Perusahaan,  dimana  pegawai  

yang  dimutas i kan  dar i  satu  tempat  ke  tempat  la i n  maka 

secara  otomat i s  ga j i  maupun  penghas i l an  la i nnya  

dibayarkan  di  tempat  ker j a  yang  baru .  Hal  in i  

d ibuk t i k an  dengan  adanya  bukt i  penge lua ran  kas  atas  

pembayaran  gaj i  dan  penghas i l an  la i nnya  kepada  para  

Penggugat  di  masing- masing  lokas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Ter lamp i r  rekaman pembayaran  gaj i  ke  lokas i  ker j a  Para  

Penggugat  sebaga i  Bukt i  T- 11,  T- 12  dan  T- 13  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Sangat  mengada- ada  dal i l  Para  Penggugat  bahwa ancaman 

sanks i  ind i s i p l i n e r  bag i  Para  Penggugat  yang  t i dak  

melaksanakan  per in t ah  mutas i  adalah  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  dan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik .  Tergugat  bukan  merupakan  

pejaba t  ta ta  usaha  negara  dan  karenanya  t i dak  

menja lankan  urusan  pemer in tahan .  Terguga t  mensomeer  

Para  Penggugat  untuk  membukt i kan  dal i l n ya  te rsebu t  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Adalah  kewaj i ban  Para  Penggugat  se laku  peker j a  untuk  

mematuh i  per in t ah  Tergugat  se laku  pengusaha  yang  d ibua t  

atas  dasar  PKB yang  mengatu r  bahwa  mutas i  merupakan  

kewenangan dar i  Tergugat .   Di  set i ap  

perusahaan,  ba ik  i t u  mi l i k  swasta  maupun mi l i k  negara ,  

dan  bahkan  bag i  pegawai  neger i  seper t i  Hakim,  ada lah  

kewaj i ban  untuk  mematuh i  per in t ah  mutas i .  Bi la  ada  

pegawai  yang  t i dak  melaksanakan  kewaj i bannya  maka 

merupakan  ha l  yang  wajar  dan  sepatu tnya  pegawai  

te rsebu t  d ikenakan  sanks i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Tidak  benar  dan  sa lah  kaprah  dal i l  angka  4  Para  

Penggugat  bahwa  karena  Kelas / l e ve l  peker j aan  Para  

Penggugat  t i dak  dalam  pos is i  yang  dapat  mengganggu  

pelaksanaan  kepent i ngan  umum dan  k ine r j a  perusahaan  

maka  Para  Penggugat  t i dak  per lu  untuk  dimutas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para  Penggugat  seharusnya  membaca  benar - benar  secara  

te l i t i  dan  penuh  penghayatan  is i  dar i  PKB.  Tidak  ada  
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satu  keten tuan  pun  yang  mengatu r  bahwa  mutas i  hanya  

dapat  d i l akukan  untuk  pos is i  te r t en t u  sa ja .  Hak  untuk  

menentukan  s iapa  sa ja  dan  untuk  pos is i  ser ta  jaba tan  

apa  yang  per lu  dimutas i  ada lah  sepenuhnya  kewenangan  

Tergugat  dan  BUKAN  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  te rsebu t  d i  atas ,  

maka  te rbuk t i  se lu ruh  dal i l  Para  Penggugat  untuk  

meminta  penundaan  pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Di reks i  

PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  No:  SKEP.  1477/KP.07 /2009 ,  

te r t angga l  1 Oktober  2009  ada lah  t i dak  benar  dan  t i dak  

berdasar .  Dengan  demik ian  adalah  patu t  dan  bera lasan  

hukum bag i  Maje l i s  Hakim untuk  mencabut  Penetapan  PTUN 

No.  163/G/2009 /PTUN- JKT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas  Tergugat  mohon kepada  

Maje l i s  Hakim  agar  memutus  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mencabut  Penetapan  No.  163/G/2009 /PTUN- JKT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  Perkara  

;  - - - - - - - - - - - -

Atau  mohon  Maje l i s  Hakim  memutus  yang  sead i l - ad i l nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Para  Penggugat  atas  Jawaban  Tergugat  te rsebu t  

te l ah  mengajukan  Repl i k  dengan  sura tnya  te r t angga l  7 

Januar i  2010  dan  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  p ihak  

Tergugat  te lah  mengajukan  Dupl i k  te r t angga l  21  Januar i  

2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  sengketa  in i  Maje l i s  Hakim  te l ah  

mengaluarkan  Putusan  Sela  Nomor  :  163/G/2009 /PTUN- JKT,  

tangga l  28  Januar i  2010,  ten tang  Penolakan  te rhadap  

Permohonan  In te r vens i  dar i  Pemohon  In te r vens i ,  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I  :
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1. Menolak  permohonan  in te r vens i  dar i  Pemohon In te r vens i  I  

GEDE  WAYAN  SUDARMAN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menangguhkan  biaya  perkara  yang  t imbu l  sehubungan  dengan  

permohonan  in t e r vens i  da lam  perkara  in i  sampai  dengan  

putusan  akh i r  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatannya  

Penggugat  d ipe rs i dangan  te l ah  mengajukan  a la t  bukt i  berupa  

fo to  copy  sura t - sura t  yang  diber i  tanda  P- 1  sampai  dengan  

P- 21,  te lah  dimete ra i kan  dengan  cukup,  dan  te l ah  

dicocokkan  dengan  bukt i  as l i nya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1. Bukt i  P – 1 : Sura t  Keputusan  Di reks i  Nomor  :  

SKEP.1477/KP.07 /2009  tangga l  1  oktober  

2009  ten tang  Mutas i  Pegawai  d i  l i ngkungan  

PT Angkasa  Pura  I  (Perse ro )  dan  Lampi ran  

Sura t  Keputusan  Di reks i  Nomor  :  

SKEP.1477/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  

2009 dengan  Nomor  Urut  36,  51,  52,  53,  63,  
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64,  65,  66  dan  67,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ;  - - - -

2. Bukt i  P – 2 : But i r  3  Rangkuman  Rapat  Dengar  Pendapat  

Umum Komis i  IX  DPR  RI  dengan  Komite  

Sol i da r i t a s  Nasiona l  Tentang  Pengaduan  

Perkembangan  Permasa lahan  Ketenagaker j aan  

di  PT Angkasa  Pura  I  pada  har i  Rabu,  21  

Mei  2008  yang  d i t anda tangan i  o leh  dr .  

Ribka  Tj i p t an i ng ,  Komis is  IX  DPR RI ,  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P – 3 : Halaman  7  pragra f  te rakh i r  dan  halaman  9 

but i r  5  f . 6 )  Sura t  Komis i  Nasiona l  Hak 

Asas i  Manusia  Indones ia  (Komnas  HAM) Nomor  

3.039 /K /PMT/X/2009  tangga l  6  Oktober  2009  

per i ha l  Rekomendas i  Komnas  HAM  te rka i t

adanya  t i ndakan  ant i  Ser i ka t  Peker j a  PT 

(Persero )  Angkasa  Pura  I ,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - - - - - - -

4. Bukt i  P – 4 : Sura t  Di rek tu r  Utama PT.  (Perse ro )  Angkasa  

Pura  I  i . c .  Terguga t  Nomor  :  

96

96

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AP. I . 2210 /KP.16 /2009 /DU- R  tangga l  1  Ju l i  

2009,  kepada  Menter i  Negara  BUMN,  pada  

but i r  d.11) ,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P – 5 : Sura t  Di rek tu r  Jendera l  PHI  dan  Jamsos  

Depnaker t r ans  Republ i k  Indones ia  kepada  

Di rek tu r  Utama PT (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

No.  B.58/PHIJSK/PPHI / I I I / - 2009  tangga l  6 

Maret  2009  per iha l  upah  peker j a  se lama 

skors i ng  supaya  dibayar  oleh  Tergugat ,  

( fo t o  copy  dar i  fo to     copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 5 a : SK  Direks i  PT  Angkasa  Pura  I  

(Persero )  Nomor  :  SKEP.579/KP.10 .10 .1 / 2008  

ten tang  Pember ian  Skors ing  kepada  Pegawai  

PT.  AP. I  se lama  3  bulan  a.n .  Sr i  Rejek i ,  

SE,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 5 b : SK  Direks i  PT  Angkasa  Pura  I  

(Persero )  Nomor  :  SKEP.583/KP.10 .10 .1 / 2008  

ten tang  Pember ian  Skors ing  kepada  Pegawai  

PT.  AP. I  se lama  3  bulan  a.n .  Sul i s t i a n i ,  

SE,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 5 c : SK  Di reks i  PT  Angkasa  Pura  I  

(Persero )  Nomor  :  SKEP.582/KP.10 .10 .1 / 2008  

ten tang   Pember ian   Skors ing

kepada  Pegawai  PT.  AP. I  se lama  3  bulan  

a.n .  Asnawaty ,  B.Ac,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 5 d : SK  Direks i  PT  Angkasa  Pura  I  

(Persero )  Nomor  :  SKEP.585/KP.10 .10 .1 / 2008  

ten tang  Pember ian  Skors ing  kepada  Pegawai  

PT.  AP. I  se lama  3  bulan  a.n .  Ef fendy  

Sul i s t yono ,  SE,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P – 6 : Keputusan  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor  AHU-

64347.AH.01 .02  tahun  2008  ten tang  

Perse tu j uan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  

Perseroan  (PT.  Angkasa  Pura  I ) ,  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
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7. Bukt i  P – 7 : Pasal  11  ayat  (1 ) ,  (2 ) ,  dan  (3 )  Keputusan  

Di reks i  PT  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  

Nomor  :  KEP.122/KP.00 /2004  tangga l  9 

Desember  2004  ten tang  Pola  Kar i r  Pegawai  

PT  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I ,  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy)  ;  - - - -

8. Bukt i  P – 8 : Nota  Dinas  Deput i  Di rek tu r  Perencanaan  SDM 

dan  Organ isas i  Nomor  :  

DDPO.579/KP.01 /2009- R tangga l  4  September  

2009  piha l  Mutas i  Pegawai ,  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P – 9 : Per jan j i a n  Ker ja  Bersama  (PKB)  Per iode  

2005  –  2007  anta ra   PT.   (Perse ro )  

Angkasa   Pura   I   dengan   Ser i ka t

Peker j a  PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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10. Bukt i  P – 10 : Sura t  menter i  Tenaga  Ker ja  

Transmig ras i  Republ i k  Indones ia  yang  

di tu j ukan  kepada  Di rek tu r  Utama 

PT  Angkasa  Pura  I  (Perse ro )  Nomor  :  

B.78 /MEN/PHIJSK- PKKAD/I I I / 2 009  tangga l  4 

Maret  2009  per iha l  Penegasan  untuk  

melaksanakan  Per jan j i a n  Ker ja  Sama (PKB)  

PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I ,  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy)  ;  

11. Bukt i  P – 11.a : Sura t  Kete rangan  Penghent i an  

Pembayaran  (SKPP)  atas  nama  Sr i  Rejek i ,  

SE,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 11.b : Sura t  Kete rangan  Penghent i an  

Pembayaran  (SKPP)  atas  nama  Asnawaty ,  

B.Ca,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - -

Bukt i  P – 11.c : Sura t  Kete rangan  Penghent i an  

Pembayaran  (SKPP)  atas  nama  Ef fendy  

Sul i s t yono ,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - -

12. Bukt i  P – 12.a : Sura t  Dewan  Pimpinan  Pusat  
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Ser i ka t  Peker ja  Angkasa  Pura  I  Nomor  :  

SP.AP. I . 138 /DPP/XI / 2008  tangga l  25 

November  2008  per iha l  Proposa l  Pembuatan  

Per jan j i a n  Ker ja  Bersama  ke- 3  Per iode  

2009- 1010,  d i t u j u kan  kepada  Di rek tu r  Utama 

PT.  (Perse ro )  Angkasa  Pura  I ,  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bukt i  P – 12.b : Sura t  Dewan  Pimpinan  Pusat  

Ser i ka t  Peker ja  Angkasa  Pura  I  Nomor  

SP.AP. I . 035 /DPP/ I I I / 2 009  tangga l  18  Maret  

2009,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P-  13: Sura t  Di reek tu r  Persona l i a  &  Umum PT 

(Persero )  Angkasa  Pura  I  i . c .  Tergugat  

Nomor  :  AP. I . 3781 /KP.13 /2009 /DU- B tangga l  

11  Nopember  2009,  kepada  Para  Genera l  

Manager  dan  Di rek tu r  Proyek ,  pada  but i r  3 

dan  4,  ( fo t o  copy  dar i  fo to    copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bukt i  P – 13.a : Sura t  Per inga tan  /  Teguran  
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Ter tu l i s  I  kepada  Sdr .             Sr i  

Rejek i ,  SE –  Penggugat  No.  Urut  1,  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 13.b : Sura t  Per inga tan  /  Teguran  

Ter tu l i s  I  kepada  Sdr .  Asnawaty  B.Ac  No.  

Urut  4,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  - - -

14. Bukt i  P – 14 : Sura t  Undangan  Di rek t r u  Jendera l  PHI  

dan  Jamsos  Depnaker t r ans  Republ i k  

Indones ia  u.b .  Di rek tu r  Persyara tan  Ker ja ,  

Kesejah te raan  dan  Anal i sa  Disk r im inas i  No.  

UND.02/ - PHIJSK- PKKAD/I /2010 ,  dengan  acara  

Pers iapan  perund ingan  PKB PT.  Angkasa  Pura  

I  (Perse ro ) ,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P – 15.a : Pasal  1  But i r  5  dan  Pasa l  2  UU 

No.  7  Thn  2003  ten tang  Keuangan  Negara ,  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 15.b : Pasal  1  But i  r7  UU No.  15  Thn 

2004  ten tang  Pemer iksaan  Pengelo laan  dan  

Tanggung  Jawab Keuangan  Negara ,  ( fo t o  copy  

102
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dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P – 16 : Sura t  Trans fe r   Gaj i  ke  Bank  dar i  

Persona l i a  PT.  AP. I ,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P – 17.a : Pasal  28  I  ayat  (4 )  Undang-

Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945,  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan as l i nya )  ;  - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 17.b : Pasal  8  Undang- Undang  Nomor  39 

Tahun  1999  ten tang  Hak  Asas i  Manusia  

(HAM),  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P – 18 : Pasal  87 Undang- Undang Nomor  19 Tahun  

2003  ten tang  Badan  Usaha  Mi l i k  Negara  

(BUMN),  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -  

19. Bukt i  P – 19.a : Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  
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Pusat  (DPP)  Ser i ka t  Peker j a  Angkasa  Pura  I  

(SP.AP. I )  Nomor  SKEP.033/DPP/ IV /2008  

ten tang  Pengangkatan  Pengurus  DPP SP.AP. I  

Masa  Bakt i  Per iode  tahun     2008  –  2013  

tg l  21  Apr i l  2008,  (Pend ing )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 19.b : Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  

Pusat  (DPP)  Ser i ka t  Peker j a  Angkasa  Pura  I  

(SP.AP. I )   Nomor   SKEP.01/DPP/  

I I I / 2 007  ten tang  Pengangkatan  Pengurus  

Antar  Waktu  DPC SP.AP. I  Kanto r  Pusat   Masa 

Bakt i  Per iode  tahun  2002  –  2007  tg l  7 

Maret  2007,  (Pend ing )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 19.C : Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  

Pusat  (DPP)  Ser i ka t  Peker j a  Angkasa  Pura  I  

(SP.AP. I )  Nomor  SKEP.01/DPP/  XI /2008  

ten tang  Pengangkatan  Pengurus  DPC SP.AP. I  

Bandar  Adisu t j i p t o - Yogyakar ta  Masa  Bakt i  

Per iode  tahun  2008  – 2013  tg l  13  November  

2008,  (Pend ing )  ;  - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  P – 20.a : Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  
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Angkasa  Pura  I  (Perse ro )   No.  

SKEP.1478/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  

2009  ten tang  Mutas i  Pegawai  d i  L ingkungan  

PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero )  khususnya  

Lampi ran  No.  Urut  21,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bukt i  P – 20.b : Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I    No.  

SKEP.1129/KP.30 .3 .4 / 1998  tangga l  24 

September  1998  ten tang  Pengakuan  Dasar  

Pendid i kan  A.n .  Sdr .  Moh.  Abdul  Hal im  

Mulyono  (Penggugat  No.  Urut  5)  TMT 

1 Oktober  1997,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 20.c : I j azah  yang  dike lua rkan  o leh  

Depar temen  Perhubungan  Republ i k  Indones ia ,  

Badan  Pendid i kan  dan  Lat i han  Penerbangan  

Nomor  0435/PTL- VI I I /D I I I / 9 7  tangga l  4 

September  1997,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 20.d : Sura t  Keputusan  Di reks i  

Halaman  105  dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero )  Angkas  Pura  I           No.  

SKEP/1470/KP.30 .3 .1 / 2007  tangga l  23  Ju l i  

1997  ten tang  Kenaikan  Pangkat  A.n .  Sdr .  

Moh.  Abdul  Hal im  Mulyono  (Penggugat  No.  

Urut  5)  TMT 1  Ju l i  2007  dar i  Gol . I I I / b  

menjad i  Gol . I I I / c ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ;  - - - -

Bukt i  P – 20.e : Sura t  Keputusan  Dr ieks i  PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I   No.  

SKEP.1040/KP.30 .3 .4 / 2000  tangga l  31  Ju l i  

2000  ten tang  Penyesua ian  Pangkat  Pegawai  

Neger i  Sip i l  Diperban tukan  A.n .  Sdr .  

Sugeng  Rahard jo  TMT 1  Ju l i  2000  menjad i  

Gol .  I I I / b ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - -  

Bukt i  P – 20. f : Daf ta r  Nominat i f  Pegawai  Lokas i  

Adisumarmo  Per iode  Januar i  2010  yang  

di te rb i t k an  o leh  Ass.  Man.  Pers .  & Umum 

dan  dike tahu i  o leh  Manager  Keu.  Kom.  & 

Umum PT Angkasa  Pura  I  (Perse ro )  Cabang 

Bandar  Udara  Adisoemarmo  Surakar ta  

khsusnya  pada  Uni t  Ker ja  :  Dinas  Tek.  

Elek to r  & Lis t r i k  pada  No.  Urut  9 dan  No.  

Urut  12,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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21. Bukt i  P – 21 : Sura t  Kuasa  Para  Penggugat  dar i  MMS 

Law  Off i ce  &  Assoc ia tes  kepada  Di rek tu r  

Proyek  Peng.  Bandara  In t .  Bal i  PT.  Angkasa  

Pura  I  (Persero )  tangga l  3  Februar i  2010  

per i ha l  be lum dibayarkan   hak  pegawai  a.n .  

Asnawaty ,  B.Ac  (Penggugat  No.  Urut  4)  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  da lam  ekseps i  

abso lu t ,  Tergugat    d ipe rs i dangan  te l ah  mengajukan  ala t  

bukt i  berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  dibe r i  tanda   T- 1 

sampai   dengan   T- 5,   te lah   d imete ra i kan   dengan   cukup,  

dan    te l ah  dicocokkan  dengan  bukt i  as l i n ya ,  seh ingga  

dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T – 1: UU No.  2  Tahun  2004  ten tang  Penye lesa ian  

Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l ,  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan    as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T – 2: UU  No.  13  Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T – 3: UU No.  19  Tahun  2003  ten tang  Badan  Usaha  

Mi l i k  Negara  (BUMN),  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - -  

4. Bukt i  T – 4: Pasal  12  ayat  (1 )  Per jan j i a n  Ker ja  

Bersama  anta ra                PT.  

(Persero )  Angkasa  Pura  I  dan  Ser i ka t  

Peker j a                 PT.  (Perse ro )  

Angkasa  Pura  I ,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T – 5: UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jo.  UU No.  9 Tahun 2004 

ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5  Tahun  

1986,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;   

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  sangka lannya  

Tergugat    d ipe rs i dangan  te l ah  mengajukan  a la t  bukt i  

berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  dibe r i  tanda   T- 1 

sampai   dengan   T- 14,   te l ah   d imete ra i kan    dengan  

cukup,

dan  te lah  dicocokkan  dengan  bukt i  as l i nya ,  seh ingga  dapat  
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di j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T – 1 : Sura t  Keputusan  Nomor  :  

SKEP.1475/KP.07 /2009 ,  te r t angga l  1 

Oktober  2009,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T – 2 : Sura t  Keputusan  Nomor  :  

SKEP.1476/KP.07 /2009 ,  te r t angga l  1 

Oktober  2009,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T – 3 : Sura t  Keputusan  Nomor  :  

SKEP.1477/KP.07 /2009 ,  te r t angga l  1 

Oktober  2009,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T – 2 : Sura t  Keputusan  Nomor  :  

SKEP.1478/KP.07 /2009 ,  te r t angga l  1 

Oktober  2009,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T – 5 : Per jan j i a n  Ker ja  Bersama  anta ra  PT.  

(Persero )  Angkasa  Puar  I  dan  Ser i ka t  

Peker j a  PT.  Persero )  Angkasa  Pura  I ,  

( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya )  ;  - -

6. Bukt i  T – 6 : Undangan  Perund ingan  PKB kepada  Dewan 

Pengurus  Pusat  Asos ias i  Karyawan Angkasa  

Pura  I ,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

7. Bukt i  T – 7 : Daf ta r  Hadi r  Perund ingan  PKB te r t angga l  

7  Desember  

2009,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T – 8 : Daf ta r  Hadi r  Perund ingan  PKB te r t angga l  

8  Desember  2009,  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T – 9 : Daf ta r  Hadi r  Perund ingan  PKB te r t angga l  

9  Desember  2009,  ( fo t o  copy  sesua i  
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dengan as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T – 10 : Daf ta r  Hadi r  Perund ingan  PKB 

te r t angga l  10  Desember  2009,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - -

11. Bukt i  T – 11 : Daf ta r  Hadi r  Perund ingan  PKB 

te r t angga l  11  Desember  2009,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - -

12. Bukt i  T – 12 : Tata  Ter t i b  Perund ingan  Pembuatan  

PKB,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

13. Bukt i  T – 13.a : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr i .  Sr i  Rejek i ,  SE,  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T – 13.b : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr i .  Sul i s t i a n i ,  SE,  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T – 13.c : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr i .  Ami  Novian t i ,  SE,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bukt i  T – 13.d : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr .  Ef fendy  Sul i s t y ono ,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - - - - - - - - -

Bukt i  T – 13.e : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr i .  Asnawaty ,  B.Ac,  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T – 13. f : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr .  Syaf r i l ,  SE,  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T – 13.g : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr i .  Fel i a  Fachrudd in ,  SE,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - - -

Bukt i  T – 13.h : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr .  Hery  Ju ld i ansyah ,  SE,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - -

Bukt i  T – 13. i : Bukt i  Pembayaran  Gaj i  atas  nama 

Sdr .  M.  Abdul  Hal im  Mulyono,  ST,  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan as l i nya )  ;  - - - - - -

14. Bukt i  T – 14 : Pasal  15  ayat  (4 )  Sura t  Keputusan  

Di reks i                 PT.  (Perse ro )  
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Angkasa  Pura  I  Nomor  :  KEP.122/  

KP.00/2004 ,  te r t angga l  9  Desember  2004  

ten tang  Pola  Kar i r  Pegawai  PT.  (Perse ro )  

Angkasa  Pura  I ,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  sengketa  in i  Pihak  Penggugat   te l ah  

menghadi r kan  2  (dua)  orang  saks i   sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAKSI I  PENGGUGAT :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M  I  L  D  A 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Warga  Negara  Indones ia ,  Agama Is l am,  Tempat / t angga l  lah i r ,  

Solok /22  Februar i  1968,  peker j aan  Pegawai  PT.  Angkasa  Pura  

I ,  tempat  t i ngga l  Taman Ti t i an  Indah  Blok  B 2/6 ,  Bekas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kemudian  Saks i  menyatakan  kena l  dengan  Para  

Penggugat  dan  Terguga t  namun t i dak  ada  hubungan  ke luarga  

dan  bersed ia  disumpah menuru t  Agama Is l am,  dan menerangkan  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  Pegawai  PT.  Angkasa  Pura  I ,  sebaga i  sta f  

b i ro  hukum dan Ketua  Bidang  Hukum Ser i ka t  Peker j a  (SP)  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Ser i ka t  Peker j a  berd i r i  se jak  tahun  1999  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dasar  pend i r i a n  SP ada lah  Konvers i  ILO dan  UU No.  

21 Tahun 2000 ;  

- Bahwa  tugas  Saks i  d i  SP ada lah  untuk  memper juangkan ,  

membela ,  mel indung i  hak- hak  peker j a  dan  meningka tkan  

kese jah te raan  pegawai  ;  - - - -

- Bahwa Saks i  i ku t  menjad i  pengurus  SP se jak  tahun  2003  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sebe lum  perkara  in i  d ia j ukan  di  PTUN yang  Saks i  

lakukan  pendekatan - pendekatan  dan  sebaga i  penga laman  

Saks i  bahwa mutas i  in i  ada lah  sebaga i  hukuman d is i p l i n  

dan  t i dak  d ibe r i kan  peker j aan  dan  juga  pen i l a i a n  

peker j aan /pe la t i h an - pela t i han  ser ta  hak- hak  sebaga i  

pegawai  ;  - - - -

- Bahwa se lu ruh  Penggugat  ada lah  anggota  Ser i ka t  Peker ja  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa yang  Saks i  lakukan  d i  Kanto r  Angkasa  Pura  I  te l ah  

melakukan  demo- demo,  dan  sete lah  i t u  te r j ad i l a h  mutas i  

te rsebu t  yang  t i dak  sesua i  dengan  prosedur  (Keputusan  

No.  122/2004)  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa yang  dia tu r  da lam Keputusan  No.  122/2004  te rsebu t  

ada lah  ten tang  mutas i ,  ro tas i ,  dan dalam ro tas i  te rsebu t  

harus  ada  daf ta r  uru t  pegawai  dan  in i  d i t e rb i t k an  

berdasarkan  peni l a i an  atasan  kepada  peker j a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa mutas i  te rsebu t  ber laku  umum untuk  semua pegawai  

PT.  Angkasa  Pura  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa khusus  untuk  pengurus  SP keten tuannya  harus  ada  

koord inas i  dar i  Pengurus  Ser i ka t  Peker ja  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Bahwa  PKB  berd i r i  se jak  tahun  2002  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Terguga t  t i dak  pernah  berkoord inas i  dengan  SP 

sehubungan  dengan  SK  mutas i  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa Direks i  PT.  Angkasa  Pura  I  secara  tekn i s  tunduk  

pada  Depar temen  Perhubungan  dan  Menter i  BUMN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Bahwa  Di reks i  d iangka t  o leh  Menter i  BUMN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa di  Kanto r  PT.  Angkasa  Pura  I  ada 400 orang  Pegawai  

Neger i  Sip i l  yang  d ipe rban tukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa ket i ka  Saks i  menjad i  pengurus  SP ada  kurang  leb ih  

3000 orang   anggota  SP te rmasuk  PNS yang  diperban tukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Sura t  Keputusan  Mutas i  te rsebu t  t i dak  sesua i  

dengan PKB ;  - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  pernah  mendengar  mengenai  pe la t i h an  ten tang  

Good  Corpora te  Governance  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa  di  da lam  atu ran  dimana  Di reks i  berwenang  

mengeluarkan  SK    Mutas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  walaupun  berwenang  tap i  t i dak  boleh  sewenang-

wenang ;  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Pegawai  yang  d imutas i  kurang  leb ih  93  orang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   ada    in t im i das i    berupa    skors i ng    dan  

j i k a    SK   te rsebu t   t i dak  

116

116

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di l aksanakan  dalam  waktu  3  ( t i ga )  bu lan  maka  gaj i  dan  

hak- hak  la i nnya  t i dak  dibayarkan  ser ta  d isu ruh  membuat  

pernya taan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  masih  beker j a  di  PT.  Angkasa  Pura  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  set i ap  har i  datang  pagi  sampai  se lesa i  jam 

ker ja ,  tap i  ka lau  ke lua r  Kanto r  harus  ada  iz i n  dar i  

atasan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Penggugat  la i nnya  ya i t u  Para  Penggugat  yang  

te rd i r i  dar i  9  (sembi l an )  orang  anta ra  la i n  :  Sr i  

Rejek i ,  SE. ,  Sul i s t i a n i ,  SE. ,  Ami  Novian t i ,  SE. ,  

Asnawaty ,  B.Ac. ,  Abdul  Hal im  Mulyono ,  Ef fendy  

Sul i s t y ono ,  Fel i a  Fachrudd in ,  SE. ,  Syaf r i l ,  SE. ,  dan  

Hery  Ju ld i ansyah  dan  semuanya  t i dak  d ibe r i  peker j aan ,  

pe la t i han  dan  pen i l a i an  pegawai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  Saks i  mutas i  te r sebu t  t i dak  sesua i  dengan  

prosedur        (KEP  No.  122/2004)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  melakukan  demo karena  t i dak  dipenuh inya  hak-

hak  pegawai ,  tun jangan  har i  tua ,  dan  gaj i  pegawai  t i dak  

sesua i  dengan  PKB ;  - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  t i dak  iku t  menandatangan i  PKB  te rsebu t ,  
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hanya  iku t  merumuskan  sa ja  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  da lam  membuat  PKB te rsebu t  t i dak  ada  tekanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAKSI I I  PENGGUGAT :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ITJE  JULINAR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Warga  Negara  Indones ia ,  Agama Is l am,  tepa t / t angga l  lah i r ,  

Ker inc i / 2 8  Oktober  1951,  peker j aan  Pens iunan  Pegawai  PT.  

Angkasa  Pura  I ,  tempat  t i ngga l  Kelu rahan  Gunung  Sahar i  

Rt .02 /07 ,  Jakar t a  Pusat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kemudian  Saks i  menyatakan  kena l  dengan  Para  

Penggugat  dan  Terguga t ,  namun t i dak  ada  hubungan  ke luarga  

dan  bersed ia  disumpah menuru t  Agama Is l am,  dan menerangkan  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  sebaga i  pengurus  SP  kaget  karena  adanya  

mutas i  te rsebu t   dan  t i dak  pernah  ada  pember i t ahuan  

ten tang  mutas i  te rsebu t ,  ser ta  SK  te rsebu t  t i dak  

dibe r i k an  secara  langsung  kepada  Para  Penggugat  dan  

hanya  di l e t a kkan  d i  meja  Para  Penggugat ,  ada  diber i t a hu  
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oleh  teman- temannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa secara  umum Saks i  mengetahu i  ten tang  mutas i ,  ka lau  

mutas i  b iasanya  dipangg i l  du lu  oleh  atasan  apakah  sudah  

s iap  untuk  dimutas i  ;  - - - - -

- Bahwa mengenai  waktu  untuk  berangka t  mutas i  setahu  Saks i  

d ise rahkan  kepada  orang  yang  d imutas i  dan  di tanya  dulu  

ser ta  t i dak  dipaksa  ;  - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  sebaga i  anggota  SP  tahun  1999  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  menjad i  pengurus  SP se jak  tahun  1999  dan  

sebaga i  Ketua  umum pada  tahun  2001  sampai  sekarang  (SP 

ada lah  pera l i han  dar i  KORPRI dan anggota  SP kurang  leb ih  

3800 orang)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  mutas i  Para  Penggugat  t i dak  sesua i  prosedur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa persyara tan  da lam SK te rsebu t  t i dak  ada d ipenuh i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa yang  Saks i  lakukan  dalam SP melakukan  mogok ker ja  

biasa  ;  - - - - - - - -

- Bahwa  dengan  adanya  SK  mutas i  Saks i  kebera tan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa atu ran  yang  d ipaka i  d i  PT.  Angkasa  Pura  I  ya i t u  UU 

No.  19 dan  UU 

No.  33 ya i t u  UU ten tang  BUMN dan UU ten tang  Tenaga Ker ja  

;  - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pengurus  SP  dia tu r  da lam  PKB  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  sudah  pens iun  d i  PT.  Angkasa  Pura  I  se jak  

Nopember  2007 ;  - -

- Bahwa  t i dak  ada  dia tu r  da lam  PKB bahwa  pegawai  yang  

sudah  pens iun  masih  bisa  menjad i  pengurus  SP  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dar i  penga laman  Saks i  t i dak  pernah  ada  peno lakan  

SK  mutas i  d i  Kanto r  PT.  Angkasa  Pura  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Bahwa yang  Saks i  ketahu i  ten tang  Para  Penggugat  ada lah  

Para  Penggugat  disko rs i ng  se lama  3  ( t i ga )  bu lan  dan  

disodor i  menandatangan i  sura t  ;  - - - - - - -

- Bahwa Saks i  mel iha t  sura t - sura t  te rsebu t  d i  Kanto r  SP 

yang  dibawa  oleh  teman- teman  ke  Kanto r  ;  

120

120

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa yang  ing in  disampaikan  ada lah  hanya  menuntu t  apa  

yang  menjad i  hak  pegawai  yang  sudah  dipe r j an j i k an  di  PKB 

dan  dalam  kasus  in i  kami  te l ah  mohon kepada  management  

agar  masalah  in i   d ise lesa i kan   ba ik - baik  ;

Bahwa  da lam  sengketa  in i  PihakTerguga t  te l ah  

menghadi r kan  2  (dua)  orang  Ahl i  dan  2  (dua)  orang  saks i  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AHLI  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TOGA SIBUEA,  SH 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Warga  Negara  Indones ia ,  Agama  Kr i s t en  Pro tes tan ,  

tempat / t angga l  lah i r ,  Simanungka l i t / 3 1  Mei  1958,  peker j aan  

PNS di  Kanto r  Suku  Dinas  Tenaga  Ker ja  Pemkot  Jakar ta  

Pusat ,  tempat  t i ngga l  Bekas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kemudian  Ahl i  menerangkan  t i dak  kena l  dengan  Para  

Penggugat  dan  Terguga t ,  ser ta  t i dak  ada  hubungan  ke lua rga  

dan  bersed ia   d isumpah   menuru t  Agama Kr i s t en  Pro tes tan ,  

dan menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Bahwa def i n i s i  dar i  Perusahaan  ya i t u  BUMN yang  dimi l i k i  

secara  perseorangan ,  perseku tuan ,  badan  hukum ba ik  mi l i k  

swasta  maupun  pemer in tah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  da lam  hal  perse l i s i h an  PKB,  ada  4  (empat )  

perse l i s i h an  ya i t u  perse l i s i h an  hak,  kepent i ngan ,  PHK 

dan  anta r  SP.  Dan PKB adalah  UU yang  sudah  dia tu r  dan  

harus  disepaka t i ,  dan yang  te r j ad i  sekarang  ada lah  sa lah  

perseps i  atau  perbedaan  pendapat  seh ingga  te r j ad i  

perse l i s i h an .  Dan  apab i l a  ha l  in i   te r j ad i   harus  

diambi l   permusyawara tan ,   namun  bi l a   t i dak  te r j ad i  

dapat  d i te r uskan  ke  ketenagaker j aan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  mutas i  ada lah  wewenang  Di reks i  dan  harus  

di l aksanakan  dan  bukan  PKB  yang  menentukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

SAKSI I  TERGUGAT :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  DADANG  DIAN  HENDIANA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Warga  Negara  Indones ia ,  Agama Is l am,  tempat / t angga l  lah i r  

Ciamis /10  Mei  1965,  peker j aan  PNS diperban tukan  di  PT.  
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Angkasa  Pura  I  Jakar ta  sebaga i  s ta f  perencanaan,  tempat  

t i ngga l  Banja r  Baru  Kompleks  Ber l i ana  Jaya  I  Blok  A 

No.  16  Kal imantan  Sela tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Kemudian  Saks i  menyatakan  kena l  dengan  Para  

Penggugat  dan  Terguga t ,    namun   t  idak    ada   hubungan  

ke luarga   dan  bersed ia   d isumpah 

menuru t  Agama Is l am,  dan  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  menjad i  pegawai  d i  PT.  Angkasa  Pura  I  se jak  

tahun  1992 ;  - - - -

- Bahwa  Saks i  menjad i  anggota  SP se jak  tahun  1999  dan  

menjad i  pengurus  SP se jak  Oktober  2008  (sebaga i  Ketua  

DPC Banja rmas in )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  d imutas i  da lam  SK  No.  1477  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa karena  SK mutas i  te r sebu t  Saks i  melepaskan  jaba tan  

sebaga i  pengurus  SP  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  alasan  Saks i  mener ima  mutas i  te rsebu t  karena  

sebaga i  pegawai  Saks i  harus  tu ru t  dan mener ima  SK mutas i  
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te rsebu t  sepan jang  t i dak  merug ikan  Saks i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  mutas i  te rsebu t  sudah  mela lu i  prosedur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  mutas i  Saks i  ada lah  merupakan  ro tas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAKSI I I  TERGUGAT :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Drs.  ARYADI  SUBAGIO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Warga  Negara  Indones ia ,  Agama Is l am,  tempat / t angga l  lah i r  

Wonosobo/17  Apr i l  1959,  peker j aan  Pegawai  PT.  Angkasa  Pura  

I  sebaga i  Deput i  Di rek tu r  Persona l i a ,  tempat  t i ngga l  Perum 

Sendangad i  I I  Rt .07 /24  Jongke  Sleman ;  - - - - - -

Kemudian  Saks i  menyatakan  kena l  dengan  Para  

Penggugat  dan  Terguga t ,  namun t i dak  ada  hubungan  ke luarga  

dan  bersed ia  disumpah menuru t  Agama Is l am,  dan menerangkan  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa kewenangan  mutas i  ada lah  Di rek tu r  Utama.  Dasarnya  

ada lah  Anggaran   Dasar   Perusahaan   dan   sebe lumnya  

se lu ruh   pegawai   Angkasa

Pura  I  sudah  menandatangan i  pernya taan  bersed ia  
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di tempatkan  dise lu ruh  wi layah  RI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  syara t  dan  dasar  di l akukan  mutas i  ada lah  demi  

kepent i ngan  perusahaan  dan  sudah  ada  atu rannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  semua  mutas i  te rsebu t  pera tu rannya  sama  dan  

tu j uannya  ada lah  mengis i  kekosongan  ker j a  yang  ada ser ta  

member i  kesempatan  kepada  pegawai  untuk  leb ih  ba ik  da lam 

peker j aannya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pada  bukt i  P- 20 ada  per l akuan  yang  t i dak  sama ada  

promosi  dan  ada  mutas i  dan  i t u  ada lah  untuk  kepent i ngan  

perusahaan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  SKEP  No.  122/2004  benar  di l aksanakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AHLI  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Prof .  Dr.  ANNA ERLIYANA,  SH.MH 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Warga  Negara  Indones ia ,  Agama Is l am,  tempat / t angga l  lah i r  

Jakar t a / 27  Apr i l  1958,  peker j aan  Dosen- Guru  Besar  FHUI ,  

tempat  t i ngga l  Ja lan  Sawi  No.  243  Rt .02 /11 ,  Bej i ,  Depok  

Utara  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Kemudian  Ahl i  menyatakan  t i dak  kena l  dengan  Para  

Penggugat  dan  Terguga t ,  ser ta  t i dak  ada  hubungan  ke lua rga  

dan  bersed ia  disumpah menuru t  Agama Is l am,  dan menerangkan  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa da lam UU No.  5 Tahun 1986 dan UU No.  9 Tahun 2004,  

kedua  UU in i  adalah  benar   melaksanakan   keputusan  

pemer in tahan   (bukan   s t ruk tu r a l ) ,  karena    da lam 

pemer in tahan    bukan    urusan    te rsend i r i   jad i  

mengurus i  

pemer in tahan  dan  badan  ta ta  usaha  negara  i t u  adalah  

merupakan  wewenang  seh ingga  boleh  di l impahkan  ya i t u  

dengande legas i  atau  mandat  untuk  mengurus i  orang  banyak .  

Dan oleh  karena  dia  mengurus i  kese lamatan  orang  banyak  

jad i  bo leh  sa ja  sesua i  dengan wewenangnya  ;  - - -

- Bahwa  mandat /de l egas i  bo leh  d i l aksanakan  pe jaba t  

te rsebu t  karena  sudah  ada  delegas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa wewenang t i dak  boleh  melampaui  wewenangnya  (AAUPB)  

;  - - - - - - - - - -
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- Bahwa AAUPB bisa  d isebu t  sebaga i  cont ro l / p engawasan  dan  

i t u  adalah  sebaga i  peng is i  kekosongan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dalam AAUPB,  asas- asas  te rsebu t  harus  di l i h a t  dar i  

beberapa  fak to r ,  misa lnya  apakah  te l ah  melanggar ,  

menyalah i  wewenang te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - -

- Bahwa AAUPB dan  Good Corpora te  Governance  pada  umumnya 

sama ;  - - - - -

- Bahwa suatu  pelaksanaan  yang  melanggar  prosedur  apakah  

melanggar  AAUPB dan  atau  Perundang- undangan,  i t u  ada lah  

wewenang  Maje l i s  untuk  meni la i nya  dan  j i k a  wewenang 

te rsebu t  d i l anggar  berar t i  cacat  demi  hukum dan d ianggap  

t i dak  ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa semua  BUMN ada  d ibawah  pengawasan  ekseku t i f  dan  

leg i s l a t i f  sebaga i  ind i ka to r  tambahan  te rhadap  syara t  

menguasa i  ha ja t  h idup  orang  banyak  to lak  ukurnya  banyak  

misa lnya ,  t i dak  dapat  d ibe r i k an  kepada  sembarang  

orang /p r i bad i ,  karena  tanggung  jawabnya  besar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  contoh  menguasa i  ha ja t  h idup  orang  banyak  ada  

dalam  Anggaran  Dasar /Pera tu r annya  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa dika takan  t i dak  menguasa i  hak  orang  banyak  ka lau  

mengandung  kewenangan  te r t en tu  dan  untuk  kepent i ngan  

masyaraka t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa  Pihak  Penggugat  dan  Pihak  Tergugat  te lah  

mengajukan  kes impu lan  dengan  sura tnya  masing- masing  

tangga l  11 Maret  2010 ;  - - - - - - - - - -

Bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d ipe rs i dangan  

menunjuk  kepada  Ber i t a  Acara  Pers idangan  da lam  perkara  

yang  bersangku tan  dan  merupakan  bag ian  yang  tak  

te rp i sahkan  dengan  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa pada  akh i rnya  para  pihak  t i dak  mengajukan  apa-

apa  lag i  da lam  perkara  in i ,  dan  mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

I . Dalam Eksepsi

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  

Penggugat ,  Terguga t  te l ah  mengajukan  ekseps i  te rsend i r i  
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te rp i sah  dar i  jawaban  mengenai  pokok  sengketa  

sebaga imana  dalam  ekseps inya  te r t angga l  17  Nopember  

2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa ekseps i  Terguga t  d imaksud  pada  

pokoknya  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  secara  Abso lu t  

t i dak  berwenang  untuk  memer iksa ,  mengadi l i  dan  

memutus  perkara  in i ,  mela inkan  kewenangan  Pengadi l an  

Hubungan Indus t r i a l  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i  d imaksud  juga  te l ah  

di tanggap i  o leh  Para  Penggugat  sebaga imana  tanggapannya  

te r t angga l  24  November  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  dan  tanggapan  

te rhadap  ekseps i ,  Maje l i s  Hakim te l ah  memper t imbangkan  

dan  mengambi l  s ikap  sebaga imana  dalam  Putusan  Sela  

Nomor  :  163/G/2009 /PTUN- JKT  d ibacakan  tangga l  10 

Halaman  129  dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember  2009  yang  amarnya  pada  pokoknya  menyatakan  

”Meno lak  Ekseps i  Tergugat ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  i t u  tanpa  harus  

mengulang i  lag i ,  maka  ekseps i  Tergugat  da lam  sengke ta  

in i  harus  d inya takan  di t o l a k  ;  - - - - -

I I . Dalam Pokok Sengketa

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  

dalam perkara  in i  ada lah  :  Sura t  Keputusan  Di reks i  PT.  

Angkasa  Pura  I  (PERSERO)   Nomor :  SKEP.1477/KP.07 /2009  

tangga l  1  Oktober  2009  ten tang  Mutas i  Pegawai  

d i l i n gkungan  PT.  Angkasa  Pura  I  (PERSERO)  khusus  

lampi ran  sura t  te rsebu t  pada nomor  uru t  36,  51,  52,  53,  

63,  64,  65,  66  dan  67  (buk t i  P- 1  =  T- 3)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  mengajukan  

gugatan  te rhadap  Sura t  Keputusan  Tergugat  a  quo,  pada  

pokoknya  ada lah  berdasarkan  dal i l - da l i l  bahwa Tergugat  

te l ah  menerb i t kan  sura t  keputusan
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yang  menjad i  obyek  sengketa  a  quo  ber ten tangan  dengan  

keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  /  atau  

Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  

maksud  keten tuan  Pasal  53  ayat  2  (a )  dan  (b )  Undang-

Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dal i l - da l i l  gugatan  Para  

Penggugat  te rsebu t  d iban tah  dengan  menyatakan  pada  

pokoknya  penerb i t an  obyek  sengketa  a  quo  te lah  sesua i  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  /  atau  Azas- Azas  

Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  kebenaran  

akan  dal i l - da l i l n ya  masing- masing ,  para  pihak  

dipe rs i dangan  te lah  mengajukan  ala t  bukt i  te r t u l i s ,  

saks i  fak ta ,  maupun  ahl i  yang  te l ah  didengar  

kete rangannya  dibawah sumpah,  sebaga imana  te rmuat  da lam 

ura ian  ten tang  duduknya  sengketa  te rsebu t  d i  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -
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Menimbang,  bahwa  dar i  jawab- menjawab  d i  

pers i dangan  dan  kes impu lan  dar i  masing- masing  pihak ,  

maka  in t i  persengke taan  yang  harus  dipe r t imbangkan  

dalam  perkara  in i  adalah  :  Apakah  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  keputusan  obyek  sengketa  in  l i t i s ,  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan  /  atau  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik  sebaga imana  d imaksud  Pasal  53  angka  (2 )  Undang-

Undang  Nomor  :  9  tahun  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Pengggugat  da lam  dal i l -

da l i l  gugatannya  juga  menyatakan  bahwa  t i ndakan  

Tergugat  ber ten tangan  dengan Per jan j i a n  Ker ja  Bersama ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  dal i l  d imaksud  Maje l i s  

Hakim berpendapat  bahwa Per jan j i a n  Ker ja  Bersama adalah  

merupakan  kesepaka tan  para  pihak  yang  mengika t  para  

pihak ,  namun  bersumber  pada  keten tuan  hukum pr i va t ,  

sedangkan  dalam  Hukum Admin is t r a s i  Negara ,  t i ndakan  

yang  di l akukan  ada lah  t i ndakan  hukum  sep ihak  da lam 

bidang  hukum  Publ i k ,  seh ingga  harus  diu j i  dengan  

keten tuan  yang  bers i f a t  hukum  Publ i k  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  hal - ha l  yang  bers i f a t  

hukum Perdata  atau  yang  menyangkut  hubungan  Perburuhan  

di l ua r  kewenangan  Maje l i s  Hakim untuk  menguj i nya ,  o leh  

karena  i t u  da l i l  maupun jawaban  menyangkut  permasa lahan  

te rsebu t  harus lah  d ikesampingkan  ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  di  atas  dan  

bukt i - bukt i  yang  dia j ukan ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

dasar  untuk  menguj i  keabsahan  obyek  sengke ta  a  quo  

ada lah  Keputusan  Di reks i  PT (PERSERO)  Angkasa  Pura  I  

Nomor  :  KEP.122/KP.00 /2004  ten tang  Pola  Kar i r  Pegawai  

PT (PERSERO) Angkasa  Pura  I  (v i de  bukt i  P- 7 = T- 14)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  15  

ayat  4  Keputusan  Di reks i  PT (PERSERO)  Angkasa  Pura  I  

Nomor  :  KEP.122/KP.00 /2004  ten tang  Pola  Kar i r  Pegawai  

PT  (PERSERO)  Angkasa  

Pura  I ,    d ia tu r   bahwa  Di reks i    berwenang    penuh  

untuk    menja lankan  keten tuan  keten tuan  Pola  Kar i r  

Pegawai  sesua i  Keputusan  Nomor  :  122/KP.00 /2004  dan  

untuk  keper l uan  organ isas i  dapat  menentukan  la i n  yang  
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peny iapannya  dikoord i n i r  o leh  Deput i  Di rek tu r  Bidang  

Perencanaan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Organ isas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pasal  4  Keputusan  Di reks i  PT 

(PERSERO)  Angkasa  Pura  I  Nomor  :  KEP.122/KP.00 /2004  

berbuny i  :  L ingkungan  keg ia tan  pola  kar i r  pegawai  

te rd i r i  atas  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pengadaan  pegawai ,  te rd i r i  atas  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Rekru i tmen  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

2) Seleks i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Penempatan  pegawai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

b. Jen jang  Kar i r  Peker jaan ,  te rd i r i  dar i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Promosi  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Mutas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Demosi  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Pemberhe t i an  Pegawai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa memperhat i kan  obyek  sengketa  a 

quo  (buk t i  P- 1  =  T- 3) ,  te ru tama  atas  nama  Para  

Penggugat  ya i t u  pada lampi ran  angka  36,  51,  52,  53,  63,  

64,  65,  66,  67,  juga  memperhat i kan  ko lom  ke las  

peker j aan   yang  lama  dan  yang  baru ,   d imana   t i dak  

te rdapa t    perubahan  

 pada    ke las  peker j aan ,  maka  Maje l i s  Hakim  dapat  

memast i kan  te rhadap  Para  Penggugat  mengalami  apa  yang  

disebu t  dengan mutas i  /  ro tas i  ;  - - - - -

Menimbang,  bahwa  mutas i / r o t a s i  ada lah  sebaga i  
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proses  perp indahan  Pegawai  dar i  satu  peker j aan  ke  

peker j aan  la i n  yang  sama  ke las  peker j aannya  dapat  

d i l akukan  guna  meningka tkan  penga laman  ker ja  pegawai ,  

penga l i han  tugas  ( tou r  of  duty )  dan  penga l i han  lokas i  

ker j a  ( tou r  of  area)  da lam  rangka  pers i apan  promosi  

atau  dalam  rangka  perba i kan  pres tas i  ker j a  pegawai  

(v i de  Pasal  11  ayat  1  Keputusan  Di reks i  

PT (PERSERO) Angkasa  Pura  Nomor  :  Kep.122 /KP.00 /2004)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  di  atas ,  

maka  Terguga t  mempunyai  kewenangan  untuk  menerb i t kan  

objek  sengke ta  a quo ;  - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  keten tuan  Pasal  11  Keputusan  

Di reks i  d imaksud  t i dak  mengatu r  secara  tegas   prosedur  

yang  harus  di t empuh  dalam  rangka  Mutas i  /  Rotas i  

d imaksud,  o leh  karenanya  menuru t  Maje l i s  Hakim  to l ak  

ukurnya  ten tu  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  

atau  j i k a  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  t i ndakan  Terguga t  

da lam  melaksanakan  kewenangannya  d imaksud  secara  

sewenang- wenang,  seh ingga  merug ikan  Para  Penggugat ,  

maka  dapat l ah  d ika tego r i k an  Tergugat  te lah  ber t i ndak  

sesua i  Azas- Azas  Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  juga  te l ah  
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diu ra i kan  di  atas  dar i  aspek  ke las  peker j aan  t i dak  ada  

penurunan  ke las ,  seh ingga  tanpa  per lu  ka j i an  leb ih  

lan ju t  da lam hal  in i  je l as  t i dak  te rdapa t  kesewenang-

wenangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  da l i l  Para  Penggugat  

yang  menyatakan  Keputusan  Mutas i  /  Rotas i  atas  di r i  

Para  Penggugat  merupakan  bentuk  in t im idas i  dar i  

Tergugat ,  te rnya ta  Maje l i s  Hakim t i dak  menemukan fak ta  

hukum  yang  secara  eksp l i s i t  membukt i kan  bahwa  benar  

adanya  tekanan  atau  in t im i das i  te rsebu t ,  apa lag i  b i l a  

di l i h a t  dar i  fak ta  bahwa pada saat  yang  sama te l ah  pula  

dimutas i kan  sebanyak  170  (se ra tus  tu j uh  puluh)  orang  

peker j a  PT.  Angkasa  Pura  I ,  seh ingga  su l i t  untuk  

membukt i kan  benar  atau  t i daknya  te r j ad i  in t im i das i  

te rhadap  Para  Penggugat  (Buk t i  T- 1,  T- 2,  P- 1 = T- 3,  T-

4)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  da l i l  Para  Penggugat  

ten tang  adanya  peker j a  PT.  Angkasa  Pura  I  yang  dimutas i  

ke  Bandara  Solo  dina i kkan  ke las  peker j aannya ,  menuru t  

Maje l i s  Hakim  hal  i t upun  merupakan  bagian  dar i  

kewenangan  Tergugat  karena  promosi  atau  t i daknya  

peker j a  ada lah  bukan  merupakan  suatu  hak  peker j a  te tap i  

merupakan  kewenangan  Di reks i  berdasarkan  peni l a i an  dar i  

Halaman  137  dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 
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Pejaba t  yang  bersangku tan ,  seh ingga  hal  te rsebu t  t i dak  

dapat  d ia r t i k an  sebaga i  perbedaan  per lakuan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  se lu ruh  

per t imbangan  di  atas ,  maka menuru t  Maje l i s  Hakim t i dak  

dapat  d ibuk t i k an  Tergugat  da lam  menerb i t kan  objek  

sengketa  a  quo  te lah  ber t i ndak  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  /  atau  

Azas- Azas  Umum  Pemer in tahan  yang  baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  i t u  menuru t  Maje l i s  

Hakim gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bera lasan  hukum dan  

harus  dinya takan  di to l ak  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Para  

Penggugat  t i dak  bera lasan  hukum dan  harus  d inya takan  

di to l ak  untuk  se lu ruhnya ,  maka Penetapan  Maje l i s  Hakim 

Nomor  :  163/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  10  Desember  2009  

ten tang  penundaan  pelaksanaan  dan  t i ndak  lan ju t  Sura t  

Keputusan  Di reks i  PT.  Angkasa  Pura  I  (PERSERO)  Nomor :  
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SKEP.1477/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  2009  ten tang  

Mutas i  Pegawai  d i  L ingkungan  PT.  Angkasa  Pura  I  

(PERSERO) khususnya  Lampi ran  Sura t  Nomor  :  36,  51,  52,  

53,  63,  64,  65,  66  dan  67  t i dak  dapat  d ipe r t ahankan ,  

seh ingga  harus  dinya takan  dicabu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  bukt i - bukt i  se leb ihnya  

sete lah  dipe r t imbangkan  t i dak  re levan  untuk  putusan  

in i ,  namun  te tap  di l amp i r kan  dalam  berkas  perkara  

sebaga i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Para  Penggugat  

ada lah  pihak  yang ka lah  dalam sengketa  in i ,  maka sesua i  

keten tuan  Pasal  110  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun  1986  

kepada  Para  Penggugat  dihukum secara  tanggung  ren teng  

membayar  biaya  perkara  se jumlah  yang  d i t en tukan  dalam 

amar  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menginga t  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986,  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  :  

9  Tahun  2004,   kemudian  

diubah  dengan  Undang- Undang Nomor  :  51 Tahun  2009,  dan  

Halaman  139  dar i  142  Halaman  Putu s an  Nomor  :  163 /G /2009 / PTUN- JKT 
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keten tuan - keten tuan  la i n  yang  berka i t an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

I . Dalam Eksepsi

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . Dalam Pokok Sengketa

- Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

- Mencabut  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

163/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  10  Desember  2009  

ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  

Di reks i  PT.  Angkasa  Pura  I  (PERSERO)   Nomor  :  

SKEP.1477/KP.07 /2009  tangga l  1  Oktober  2009  

ten tang  Mutas i  Pegawai  d i  L ingkungan  PT.  Angkasa  

Pura  I  (PERSERO)  khusus  Lampi ran  Sura t  Nomor  :  

36,  51,  52,  53,  63,  64,  65,  66 dan 67 ;  - -

- Menghukum  Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  

yang  t imbu l  da lam  sengketa  in i  se jumlah  Rp 

196.000 , -  (se ra tus  sembi lan  pu luh  enam  r i bu  
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rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  

permusyawara tan  Maje l i s  Hakim pada har i  SELASA,  tangga l  

23  Maret  2010  oleh  H.  BAMBANG HERIYANTO,  SH.MH.,  

sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  GURUH JAYA SAPUTRA,  SH. ,  

SRI  SETYOWATI,  SH. ,    masing- masing    sebaga i     Hakim 

Anggota ,  putusan  in i  d iucapkan   da lam   pers i dangan  

yang   te rbuka   untuk  umum pada  har i  KAMIS,  tangga l  25  

Maret  2010  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d iban tu  oleh  

PARDOMUAN SILALAHI ,  SH. ,  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  dengan  dihad i r i  

o leh  Kuasa  Para  Penggugat  dan  Kuasa  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. t .d .

(  H.  BAMBANG HERIYANTO, SH.MH )

       HAKIM ANGGOTA I  :  HAKIM ANGGOTA I I  :

T. t .d . T. t .d .

(  GURUH JAYA SAPUTRA, SH ) (  SRI  SETYOWATI,  
SH )  

PANITERA PENGGANTI,

T. t .d .
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(  PARDOMUAN SILALAHI,  SH )

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaf ta ran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp    30.000 , -

2.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Rp  110.000 , -

3. Matera i  Putusan  Sela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
6.000 , -
Redaks i  Putusan  Sela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
5.000 , -
Leges  Putusan  Sela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
3.000 , -

4. Matera i  Putusan  Sela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
6.000 , -
Redaks i  Putusan  Sela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
5.000 , -
Leges  Putusan  Sela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
3.000 , -

5. Matera i  Penundaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
6.000 , -
Redaks i  Penundaan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
5.000 , -
Leges  Penundaan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
3.000 , -

6. Matera i  Putusan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
6.000 , -

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Rp     5.000 , -

Leges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Rp     3.000 , -

Jumlah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp 196.000 , -

(se ra tus  sembi lan  puluh  enam r ibu  rup iah )
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142


